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ABSTRAKSI

IRMA SURYANTI, Hukum Perdata, Fakultas Hukum Unisas Brawijaya,

Februari 2009, Implementasi Pasal 50 Undang-Unddogpor 3 Tahun 2006
Terhadap Sengketa Hak Milik Dalam Perkara Harts&®ea (Studi di Pengadilan
Agama Kota Malang), Ulfa Azizah, SH.MKn; Rachmi iStyarini, SH.MH.

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas meaigerasalah implementasi
Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terhadagketa hak milik
dalam perkara harta besama. Hal ini dilatarbelakdeggan adanya Pasal 49
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 50 Untlamdang Nomor 3
Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama yang memberkamenangan pada
Pengadilan Agama untuk menyelesaikan perkara Hzetaama yang terkait
dengan sengketa hak milik. Namun pada kenyataag tenedi di Pengadilan
Agama Kota Malang terjadi tarik ulur kewenangan gyaterjadi diantara
Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dalam halek@gan untuk
mengadili perkara yang terkait dengan sengketa rhdik. Hal inilah yang
kemudian menyebabkan belum adanya kepastian huanmjglas.

Untuk melakukan analisis dan kajian yang mendakimatap implementasi Pasal
50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terkait dengmmgketa hak milik
dalam perkara harta bersama maka metode pendefatgndigunakan adalah
yuridis sosiologis, yang mengkaji dan menganalesanasalahan yang ditetapkan
secara yuridis dengan melihat kondisi faktual yaua didalam masyarakat.
Kemudian seluruh data yang ada dianalisa secakaipteskualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoletalj@n atas permasalahan
yang ada bahwa tarik ulur kewenangan yang terjaditara Peradilan Umum dan
Peradilan Agama dalam hal kewenangan untuk memgaetkara yang terkait
dengan sengketa hak milik dapat diatasi dengan gueradkan asas personalitas
keislaman yang sifatnya penuh. Pengadilan Agama pueyai kewenangan
absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaiagketa hak milik dalam
perkara harta bersama apabila memenuhi 2 (duajtsyaitu pihak yang
mengajukan sengketa hak milik beragama Islam ddrakpitersebut tidak
mendaftarkan perkaranya di Pengadilan Negeri teghatbjek yang sama. Syarat
tersebut merupakan syarat kumulatif dan bersifatgikat.

Menyikapi fakta-fakta tersebut diatas, maka peiharkya diberikan saran bagi
pemerintah sebagai lembaga pembuat undang-undangkaje ulang dan
melakukan penyempurnaan terhadap Undang-Undang N@mdahun 2006
Tentang Peradilan Agama khususnya aturan yangittei&agan sengketa hak
milik. Selain itu hakim juga harus berusaha senméki mungkin dalam
mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 3 Tahuib 28hadap sengketa
hak milik dalam perkara harta bersama, sehinggaspatPengadilan Agama Kota
Malang berdasarkan pada kemaslahatan dan dapattasngemudharatan yang
terjadi di masyarakat.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Indcedsiah negara
hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka safalprinsip negara hukum
adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaakiikem yang merdeka dan
bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya guna meraygdikkum dan keadilan.
Hal ini kemudian terwujud dengan berlakunya Undaimglang Nomor 4 Tahun
2004 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaarhalkiman yang
menyatakan bahwa ada 5 (lima) pelaksana Kekuasadrakifnan dibawah
Mahkamah Agung yaitu Peradilan Umum, Peradilan AmaReradilan Militer,
Peradilan Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Kons®elsin itu didalam salah
satu pasalnya juga disebutkan bahwa segala cangmgart dalam urusan
peradilan oleh pihak lain diluar kekuasaan kehakiadalah dilarang.

Pada saat ini eksistensi Pengadilan Agama dapididiamakin kuat. Hal
ini dikarenakan selain diakuinya Peradilan Agamdakdm Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan-Ketentuan P&lekuasaan Kehakiman,
eksistensi Pengadilan Agama juga tampak didalamnkean Pasal 24 ayat (2)
Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwadilRaraAgama
merupakan salah satu lingkungan Peradilan yangdaetda bawah Mahkamah
Agung (MA) bersama peradilan lainnya seperti PeitgadNegeri (PN),

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dan Pengadilaar (PM).



Semakin kuatnya eksistensi Pengadilan Agama jugsehbgaruh terhadap
kompetensi (kewenangan) Pengadilan Agama yang kemudenjadi semakin
kuat pula. Hal ini sesuai dengan perkembangan hulkdan peningkatan
kebutuhan hukum masyarakat muslim Indonesia padd Ba. Perluasan
kewenangan Pengadilan Agama ini baru muncul padggé 20 Maret 2006
sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tah@6é 28ntang perubahan
atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang iReradgama (LN
NO.22/2006 dan TLN NO.4611). Didalam Pasal 49 Ugddndang Nomor 3
Tahun 2006 disebutkan bahwa Pengadilan Agama @stuian berwenang
memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkaragkai pertama antara orang-
orang yang beragama Islam dibidang perkawinan,swarasiat, hibah, wakaf,
zakat, infag, shadagah, dan ekonomi syari’ah.

Hukum Perkawinan adalah salah satu bidang hukung yalah lama
menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Selain itwrhukerkawinan adalah
salah satu bidang hukum yang perkaranya palingakadiperiksa, diputus, dan
diselesaikan melalui Pengadilan Agama. Didalam gudmgkup hukum
perkawinan, perkara yang paling banyak diajukamulumliperiksa, diputus, dan
diselesaikan oleh Pengadilan Agama yaitu mengeutaispya perkawinan atau
perceraian. Hal ini dikarenakan didalam Buku | P&skHI (Kompilasi Hukum
Islam) diatur bahwa putusnya perkawinan selain icenati hanya dapat
dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan Pdagadgama baik yang
berbentuk putusan perceraian, ikrar talak, khutak @utusan taklik talak. Hal ini
dibuktikan dengan laporan tentang perkara percergsag telah diputus oleh

Pengadilan Agama Kota Malang pada tahun 2007 yaelbjput cerai talak



sebanyak 427 (empat ratus dua puluh tujuh) pedamecerai gugat sebanyak 778
(tujuh ratus tujuh puluh delapan) perkara.

Didalam perkawinan itu sendiri pasti akan terberttakta bersama yang
diperoleh selama suami istri terikat didalam perkaw. Apabila terjadi putusnya
perkawinan maka dengan sendirinya akan ada pendubarta bersama. Hal ini
diatur didalam Pasal 126 KUHPerdata yang menyathledmva persatuan harta
kekayaan antara suami istri itu menjadi bubar @ikakan kematian, berlangsung
suatu perkawinan atas izin hakim setelah suank tidair, perceraian, perpisahan
meja dan tempatidur, perpisahan harta ben&fa. Pembubaran harta bersama
berarti adanya pembagian harta yang diperoleh selkatan perkawinan antara
suami dan istri. Didalam pembubaran harta bersamr@nk adanya proses
perceraian yang terjadi diantara pasangan suarmniniah yang kemudian sering
menimbulkan adanya sengketa milik atas harta bersam Hal ini dikarenakan
keterkaitannya dengan perselisihan atas harta rharsgang biasanya terjadi
antara suami istri tersebut pasca perceraian, gghintidak jarang pula
perselisihan tersebut kemudian melibatkan pihakg&eyang pada akhirnya
menimbulkan sengketa hak milik atas harta bersaasargan suami istri tersebut
dengan pihak ketiga.

Kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, memudan
menyelesaikan sengketa hak milik tersebut adal&th satu kewenangan baru
yang dibawa oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2@@hgketa Hak Milik
diatur didalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 TaR006 jo Pasal 50

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang PeradNgama khususnya

" Abdul Hay Marhainis,Hukum Perdata MaterialPT Pradnya Paramita, Jakarta, 1984, hal 169.



didalam ayat 1 dan 2. Didalam pasal 50 ayat 1 dikeb bahwa “dalam hal
terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalperkara sebagaimana
dimaksud didalam Pasal 49, khusus mengenai objagketa tersebut harus
diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam linglamgPeradilan Umum”.
Didalam pasal 50 ayat 2 disebutkan bahwa “apal@igadi sengketa milik
sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang subjek hyleuammtara orang-orang
yang beragama Islam, objek sengketa tersebut dipoitth pengadilan agama
bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalahiPas
Kewenangan Pengadilan Agama untuk menyelesaikagksenhak milik

tersebut dapat dinilai sebagai jawaban atas kengafg sebelumnya telah
diperkirakan oleh Yahya Harahap didalam bukunyagyaerjudul “Kedudukan
Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-Unddomor 7 Tahun
1989)". Kendala yang diperkirakan oleh Yahya Hapab@belumnya adalah tiada
lain daripada akan terjadi kemacetan atas ketedtanbpenyelesaian perkara di
bidang harta bersama, warisan, wasiat, dan hibedretiakan masalah sengketa
milik. % Didalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1€88lumnya
diatur bahwa apabila dalam suatu perkara yang gedgmoses di Pengadilan
Agama barang objek yang diperkarakan mengandungketn milik atau
keperdataan lain, khusus mengenai barang objek yargadi sengketa milik
tersebut harus diputus terlebih dahulu dalam linglem Peradilan Umum. Hal
inilah yang dinilai menghambat dan memperlambayeksaian perkara-perkara
yang terkait dengan sengketa milik di PengadilanarAg. Yahya Harahap

kemudian mengungkapkan jika seandainya perkara ggarbtermasuk sengketa

% M. Yahya HarahapKedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan AgaBiaar Grafika,
Jakarta,2003, hal 170.



miliknya langsung menjadi kewenangan lingkunganaéiéan Agama, maka
perkara harta bersama atau warisan dapat lang®eaagastuntas terselesaikan
dalam satu forum dan satu lingkungan peradilan.g@enadanya Pasal 49
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 50 Untlaldang Nomor 3
Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama khususnya didalat 1 dan 2, maka
pada saat ini Pengadilan Agama dapat secara lamgsenyelesaikan perkara
harta bersama, warisan, wasiat, dan hibah yangitelf&ngan sengketa hak milik
secara tuntas dalam satu forum dan satu lingkupgeadilan.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa Untllmtang Nomor 3
Tahun 2006 ini diharapkan dapat mengatasi kemacatao keterlambatan
penyelesaian perkara di bidang harta bersama, amarizasiat, dan hibah
dikarenakan masalah sengketa milik. Namun padadtaagnya masalah yang
terkait dengan sengketa hak milik yang berlaku dasyarakat tidaklah
berlangsung sesuai dengan Pasal 50 Undang-Undast@gpgrNomor 3 Tahun
2006. Didalam Pasal 50 ayat 1 secara langsung niabekewenangan
Pengadilan Umum untuk memutus terlebih dahulu,rsgdan didalam ayat 2 juga
memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama unirkutus secara
langsung. Dari penjelasan tersebut tersirat bahdaam Pasal 50 ayat 1 dan 2
terjadi tarik ulur kewenangan yang terjadi diant&angadilan Agama dan
Pengadilan Negeri dalam hal kewenangan untuk méngadkara yang terkait
dengan sengketa hak milik. Hal ini dibuktikan dengzasih adanya perkara yang
terkait dengan sengketa hak milik yang oleh saktih pihaknya diajukan ke
Pengadilan Negeri, sedangkan dilain pihak lain juiggukan ke Pengadilan

Agama. Sengketa kewenangan mengadili perkara yenkgit dengan sengketa



hak milik ini terjadi antara Pengadilan Negeri Majadan Pengadilan Agama
Malang. Hal ini kemudian menyebabkan belum adam@agtian hukum yang
jelas.

Selain sengketa kewenangan mengadili seperti yaptpskan diatas,
Pengadilan Agama Kota Malang juga telah menyelasagengketa hak milik
dalam perkara harta bersama setelah berlakunyangddadang Nomor 3 Tahun
2006. Dengan adanya sengketa hak milik dalam perdkarta bersama tersebut,
maka dapat dilihat bagaimana Pengadilan Agama Kigtalang dalam
mengimplementasikan Pasal 50 ayat 2 Undang-UndasmgoN 3 Tahun 2006
untuk pertama kalinya sejak Pengadilan Agama menigielkkewenangan untuk
memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketaifilkdalam perkara harta
bersama. Kewenangan baru yang dibawa oleh UndadgfignNomor 3 Tahun
2006 ini pasti menuntut kecermatan dan keterampillam Pengadilan Agama
dalam menyelesaikan sengketa hak milik terutamay yarkait dengan perkara
harta bersama.

Dari uraian diatas untuk mewujudkan keadilan bagagencari keadilan
dalam hal ini adalah para pihak yang terkait denbara bersama, maka
diperlukan adanya suatu kepastian atau gambarangeman kewenangan
Pengadilan Agama berkenaan dengan masalah sengetailik dalam perkara
harta bersama. Dikarenakan hal-hal tersebut makaulipe akan meneliti
bagaimana Pengadilan Agama Kota Malang dalam nwlaksn kewenangan
untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sempk&tmilik dalam perkara

harta bersama.



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diglaskan di atas,
maka batasan permasalahan yang dikaji lebih dif@uspada permasalahan
sebagai berikut :
Bagaimanakah implementasi Pasal 50 Undang-UndanmgoN@& Tahun 2006
terkait dengan sengketa hak milik dalam perkaraahbersama di Pengadilan

Agama Kota Malang.

C. Tujuan Penélitian

Untuk melakukan analisis dan kajian yang mendalaenhatdap
implementasi Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tal06 Zerkait dengan
sengketa hak milik dalam perkara harta bersamainggdn dapat diketahui

efektifitas penerapan hukumnya didalam masyarakat.

D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritik :

Manfaat dari penulisan ini adalah hasil dari peizelidiharapkan
dapat berguna untuk menambah wacana dan wawasgetpenan ilmu
hukum pada umumnya dan hukum perkawinan pada khysusagi para
pembaca. Selain itu dapat digunakan sebagai lamdasak melakukan
penelitian lebih lanjut mengenai sengketa hak nditam perkara harta

bersama.



2. Manfaat Aplikatif
a) Bagi Peneliti :

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah Ibeleavasan
dan pengetahuan bagi peneliti di dalam menumbuk&tmaman berpikir
dan menganalisa masalah yang timbul didalam masatara
b) Bagi Kalangan Akademisi :

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberi surmgha
pemikiran dan masukan bagi pengembangan wawasalmulag,
khususnya masalah implementasi norma hukum dalamgkaa
meningkatkan efektifitas berlakunya norma hukunakich masyarakat.
c) Bagi Masyarakat Umum :

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikarwasan dan
gambaran bagi masyarakat mengenai peranan Penmgadiama
khususnya perihal kewenangan dalam memeriksa, memudan
menyelesaikan sengketa milik berkenaan dengan afekalta bersama.
d) Bagi Pembuat Kebijakan :

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikarwasan dan
gambaran sehingga dapat dijadikan sebagai bahampangan oleh
pembuat kebijakan dalam membuat atau mengimplesikatakebijakan
yang berorientasi pada keadilan masyarakat. Ap&bitaudian penerapan
hukum dari kebijakan-kebijakan tersebut tidak Hanjadengan baik
didalam masyarakat, maka diharapkan akan dilakukgnlasi kembali

atas kebijakan tersebut.
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e) Bagi Pengadilan Agama Kabupaten Malang :
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai s@bagasukan dan
kerangka acuan bagi Pengadilan Agama Kota Malategrdanenangani

sengketa hak milik dalam perkara harta bersama.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh suatu hasil penelitian yang lbdaik mudah dipahami,
maka diperlukan suatu sistematika penulisan yantarbeAdapun sistematika
dalam penulisan ini akan dirinci pada bab-bab sadaeyikut :
Bab |. Pendahuluan

Pada bab ini dibahas mengenai latar belakang nmasal@usan masalah,
tujuan penelitian, dan manfaat penelitian yangliipleh penulis berhubungan
dengan permasalahan yang diangkat.
Bab Il. Kajian Pustaka

Dalam bab ini diuraikan tentang teori-teori yangudakan oleh penulis
guna mendukung analisis yang digunakan dalam pieamelni. Teori-teori yang
digunakan antara lain teori yang terkait dengamahlaersama, teori yang terkait
dengan hak milik, teori yang terkait dengan keweaanPengadilan Agama
dalam hak sengketa hak milik yang terkandung dddasal 50 Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006, dan teori penegakan hukum diarakat,
Bab Ill. Metode Penelitian

Pada bab ini akan diuraikan tentang metode p&relitang digunakan
oleh penulis dalam penelitian ini. Metode Penelitiarsebut terdiri dari metode

pendekatan yang digunakan, lokasi penelitian, jelsis sumber data, metode
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pengumpulan data, populasi, sampel, responden, dmeamalisa data, serta
definisi operasional variabel.
Bab IV. Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini akan diuraikan tentang hasil anatisis interpretasi data
yang telah diperoleh guna menjawab perumusan nias2éaulis akan membahas
mengenai implementasi Pasal 50 Undang-Undang N@mbahun 2006 terkait
dengan sengketa hak milik dalam perkara harta trersa
Bab V. Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari analisisadgang telah dilakukan
oleh penulis dan berisi saran-saran yang diberiRenulis terhadap hasil
penelitiannya sehubungan dengan permasalahan gangaéam penulisan skripsi
ini.

Daftar Pustaka
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BAB ||

KAJIAN PUSTAKA

A.Kagjian Umum Harta Bersama
1. Harta Bersama menurut Hukum Bar at

Hukum Harta Perkawinan adalah peraturan hukung yaengatur akibat-
akibat perkawinan terhadap harta kekayaan suamystg telah melangsungkan
perkawinarf?’ Akibat perkawinan terhadap person (suami istrdlald timbulnya
hubungan hukum antara suami istri yang muncul dabungan kekeluargaan.
Hubungan hukum ini kemudian menimbulkan dua macahk dan kewajiban
yaitu hak dan kewajiban yang tidak mempunyai nd&bnomis (tidak dapat
dinilai dengan uang) serta hak dan kewajiban yaegpunyai nilai uang atau
ekonomis.

Didalam ruang lingkup hukum harta kekayaan, sitatehkekayaan lebih
terbatas yaitu keseluruhan hak-hak dan kewajibarosang yang dapat dinilai
dengan uang. Oleh karena itu hak dan kewajiban gagrgpunyai nilai uang atau
ekonomis akibat adanya hubungan hukum suami sérkawinan) inilah yang
termasuk didalam ruang lingkup hukum harta kekaya&edangkan hak dan
kewajiban yang tidak mempunyai nilai ekonomis (tidapat dinilai dengan uang)

tidak termasuk didalam ruang lingkup harta kekayaan

29 ) SatrioHukum Harta PerkawinarPT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hal 27.
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Sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KeitdBta) dibagi

menjadi 4 (empat) buku antara lain :

1. Buku I : tentang pribadi/orangdn Personen

2. Bukull : tentang bendavén Zakeh

3. Buku lll : tentang perikatan/perutangama Verbintennissgn

4. Buku IV : tentang bukti dan kadaluwarsaaf Bewijs et van
Verjaring)

Hukum Harta Perkawinan itu sendiri diatur didalank® | KUHPerdata
tentang pribadi atau orang, khususnya didalam Wtelyang mengatur tentang
perjanjian kawin dan Titel VIl yang mengatur tamjapersatuan atau perjanjian
kawin dalam perkawinan untuk kedua kali dan setagpi

Menurut pendapat Klaasen dan Eggens, Titel VI jegamasuk dalam bab
yang membicarakan tentang harta perkawinan. Titeddalah tentang persatuan

harta kekayaan menurut Undang-Undang dan pengurysaantara lain :

a) Bagian| :tentang persatuan harta kekayaanuméUndang-Undang.

b) Bagian Il :tentang pengurusan harta kekayaasapuan.

c) Bagian Ill : tentang pembubaran persatuan dararignbal melepaskan
diri dari itu.

Hukum harta kekayaan didalam KUHPerdata dimasukiaialam buku |
tentang pribadi atau orang. Hal ini membuktikan vilmhhubungan hukum
keluarga familirech)) dan hubungan hukum harta kekayaaerfogenrecht
sangat erat. Hal ini menunjukkan pula bahwa hubmnbakum keluarga

(familirech) menentukan hubungan hukum harta kekayaam{ogenrecht
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Akibat perkawinan dapat dikelompokkan menjadi duaituy akibat
perkawinan terhadap diri pribadi suami istri (Hukufeluarga) dan akibat
perkawinan terhadap harta kekayaan suami istri (Hukarta Kekayaan). Akibat
perkawinan terhadap harta kekayaan suami istriasuk didalam hukum harta
kekayaan dikarenakan adanya ikatan perkawinamgghiakan terjadi persatuan
harta kekayaan antara suami dan istri (pelebureta kekayaan). Persatuan bulat
harta kekayaan inilah yang kemudian menjadi assardaikum harta perkawinan
menurut KUHPerdatd’ Asas dasar hukum ini kemudian dituangkan didalam
ketentuan Pasal 119 ayat 1 KUHPerdata yang merayataithwa “mulai sejak
perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulalsggean bulat antara harta
kekayaan suami dan istri, sekadar mengenai itu atempgrjanjian kawin tidak
diadakan lain.”

Hal itu berarti bahwa dengan perkawinan antara sdamgan istri, maka
harta mereka dilebur menjadi satu. Jadi pada prysi didalam satu keluarga
terdapat satu kekayaan milik bersama. Selanjutryakata-kata “demi hukum
berlakulah persatuan bulat harta kekayaan” dagandulkan bahwa :

a) Untuk terjadinya persatuan bulat harta kekayaamsisdri, mereka tidak
perlu mengadakan perbuatan-perbuatan atau memefarmalitas-
formalitas tertentu, selain daripada bahwa meredaikah dengan sah.

b) Untuk persatuan bulat tersebut masing-masing su@ti yang
bersangkutan tidak perlu melakukan tindakan peimgerglevering).

Pasal 120 KUHPerdata menetapkan bahwa sekadar nanglea-labanya,

persatuan itu meliputi harta kekayaan suami dah s#rgerak dan tak bergerak,

30 J SatrioHukum Harta PerkawinarPT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hal 38.
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baik yang sekarang maupun yang kemudian maupunyamg mereka peroleh
dengan cuma-cuma, kecuali dalam hal terakhir iyasig mewariskan atau yang
menghibahkan dengan tegas menentukan sebaliknya.

Pasal 121 KUHPerdata menetapkan bahwa sekadar nanbeban-
bebannya, persatuan itu meliputi segala utang sw@dau istri masing-masing
yang terjadi baik sebelum maupun sepanjang perleawiBeban-beban persatuan
meliputi semua hutang-hutang suami dan istri, byakg telah dibuat sebelum
keduanya menikah maupun hutang-hutang yang dibegdngang perkawinan
mereka. Hutang-hutang tersebut bisa timbul kareaeam-macam alasan, tidak
hanya hutang-hutang yang didasarkan atas perjaigiapi meliputi juga hutang-
hutang yang timbul karena denda-denda, penggankarugian karena
onrechmatigedagdbeban-beban yang melekat pada warisan ataupah lydng
jatuh dalam harta bersama.

Pasal 122 KUHPerdata menetapkan bahwa segaladsasipendapatan,
seperti pun segala untung dan rugi sepanjang per&avharus diperhitungkan
atasmujur malangpersatuan. Maksudnya adalah segala keuntungandydagat
maupun kerugian yang diderita sepanjang perkawmeareka adalah merupakan
keuntungan yang didapat maupun kerugian yang dijtargy harta bersama,
termasuk didalamnya baik modal maupun bunganya.

Sekalipun Pasal 120 KUHPerdata menetapkan bahwaiasdrarang-
barang termasuk di dalam harta bersama, tetappdepasas tersebut terdapat
perkecualian yang didasarkan atas sifat benda kargna melekat sedemikian
eratnya dengan pemilik hak tersebut, sehingga tdihat atau hanya secara

terbatas dapat dipindahtangankan. Yang termasuilasichya antara lain hak
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pakai dan mendiamggébruik en bewonir)gandil dalam perseroan dan perseroan
firma yang hanya secara terbatas dapat dialihkeamhedk atas pensiun.

Saat mulainya harta bersama diatur didalam PasaKUHPerdata yang
menyatakan sejak perkawinan dilangsungkan, demirrhulzerlakulah persatuan
bulat antara harta kekayaan suami istri. Jadi Hagtaama suami istri dimulai
sejak perkawinan berlangsung, Saat mulainya tidakuplitegaskan oleh suami
Istri, tetapi secara otomatis berlaku sejak perkawimereka.

Persatuan harta bulat suami istri bersifat tetgpargang perkawinan,
suami istri tidak dapat mengadakan perubahan gekalatas dasar persetujuan
suami istri (Pasal 119 ayat 2 KUHPerdata). Untuknjaga prinsip tersebut,
pembuat undang-undang membuat ketentuan-ketenaramn hersifat melindungi
melindungi asas tersebut, antara lain :

a) Antara suami istri tidak diperkenankan mengadakamapjian jual beli

(Pasal 147 KUHPerdata).

b) Suami istri tidak boleh saling hibah-menghibahig@d 678 KUHPerdata).
c) Antara suami istri tidak boleh mengadakan tukarumkan (Pasal 1546 jo

1467 KUHPerdata).

d) Antara suami istri tidak boleh mengadakan perjanparburuhan (Pasal

1601 KUHPerdata).

Harta bersama tersebut bukan milik suami maupuik mstki, tetapi milik
baik suami maupun istri atas keseluruhannya. Bempeekilikan bersama ini
adalah khusus, yaitu pemilikan bersama yang te(detiondendenmedeeigengom

antara lain 3!

31 J satrioHukum Harta PerkawinarPT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hal 53.
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a) Orang tidak dapat menyatakan besarnya andil datamiligan bersama

b) Berlainan dengan bentuk pemilikan bersama yangwhkanvrije mede-
eigendon{hak milik bersama yang bebas).

c) Tidak ada soal andil suami atau istri, tetapi yhegar adalah masing-
masing mempunyai hak atas keseluruhan dengan mafgakgindahkan
hak kawan pemiliknya atas bagian yang sama besar.

Hak pengurusan atas harta persatuan suami isgbulisdengan istilah
beheer Pengertianbeheermenurut doktrinadalah tindakan mengurus barang-
barang (yang ditaruh dibawdblehee)y, mengusahakan agar memberikan hasil,
meliputi pula tindakan-tindakan seperti menagihnguangkan, dan menyerahkan
hasil kepada orang yang berhak. Didalam Pasal 124Rérdata diatur tentang
kepengurusan suami atas harta bersama yaitu balana sendiri mengurus harta
persatuan. Jadi arti dari Pasal 124 KUHPerdatdemmyata lebih luas daripada
kata beheer menurut doktrin, sebab dalam Pasal 124 ayat 2 KéJd#HRa
ditetapkan bahwa *“ia diperbolehkan menjual, menhtalagankan, dan
membebani tanpa campur tangan si istri, kecuahnddhial yang disebut dalam
Pasal 140 ayat 3 KUHPerdata”.

Dikarenakan kekuasaan suami atas harta bersantptgdampau luas,
maka didalam undang-undang diadakan pembatasardidamping itu si istri
dapat meminta diperjanjikan pembatasan dalam pemekawin (Pasal 140 ayat
3 KUHPerdata). Pembatasan melalui undang-undatagealain :

a) Pasal 124 ayat 3 KUHPerdata :

Bahwa selaku hibah yang masih hidup, ia tak didel@n menggunakan

barang-barang persatuan (harta bersama) baik bbeangg bergerak
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maupun tak bergerak, maupun barang-barang bergamak seluruhnya,

untuk sebagian yang tertentu, atau sejumlah dayintelainkan untuk

menyelenggarakan kedudukan bagi anak-anak damaywer&n mereka.
b) Pasal 124 ayat 4 KUHPerdata :

Bahwa tak bolehlah ia selaku hibah menggunakan t@egobarang

bergerak yang diistimewakan, pun dalam hal itu gipgikan, bahwa hak

pakai hasil atas barang tadi tetap padanya.

Jadi yang dilarang adalah hibah antara orang yaagihmhidup dan
pelarangan suami untuk menghibahkan satu bendara&rgertentu, sekalipun
hak pakai hasilnya masih tetap ia pegang. Namurbagsan ini tidak berlaku
jika hibah tersebut diberikan kepada anak-anak gemkawinan mereka.
Pengertian anak-anak dalam perkawinan yaitu anak-gang dilahirkan dari
perkawinan suami istri, bukan anak yang dibawa suatau istri kedalam
perkawinan mereka atau juga anak luar kawin sustmi/i

Apabila terjadi persatuan harta kekayaan, maka k tidaenutup
kemungkinan bahwa akan timbul pula hutang persatiifutang persatuan
merupakan semua hutang-hutang (pengeluaran-pengelugang dibuat baik
oleh suami maupun istri atau bersama-sama untuérkem kehidupan keluarga
mereka, pengeluaran untuk mereka bersama-samasigknpengeluaran sehari-
hari. Wirdjono Prodjodikoro menambahkan bahwa hyitamuk pendidikan anak
atau memperbaiki rumah milik mereka bersama jugadsuk didalam hutang

persatuarf?

32 ) SatrioHukum Harta PerkawinarPT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hal 75.
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Pada prinsipnya yang berwenang untuk mengikatkela parsatuan (pada
pihak ketiga) adalah mereka yang dapat diminta apggungjawabannya.
Dikarenakan suami adalah orang yang yang melakui@meer atas harta
persatuan, maka dialah yang menanggung kemungladanya gugatan untuk
hutang-hutang persatuan. Namun menurut Diephulys,juga dapat dibawa ke
depan Pengadilan untuk mempertanggungjawabkan dymaang Yyang
membebani dirinya sebelum perkawinan, hutang-hutimgat olehnya sepanjang
perkawinan sebagai pengusaha, hutang-hutang urgbktdéhan rumah tangga
yang dibuat olehnya dengan didampingi oleh suantukurmembantu dan
menguatkan.

Prinsip penyelesaian hutang dibagi menjadi dutuyaerhitungan intern
dan perhitungan ekstern terhadap pihak ketiga. kiperhitungan intern maka
antara suami istri bersama-sama memikul hutangapens dan besarnya
tanggungan masing-masing akan ternyata pada wakakMirnya persatuan harta
(pasal 130 KUHPerdata) yaitu masing-masing Y (gefen bagian. Untuk
perhitungan ekstern keluar terhadap pihak ketigakam&arta persatuan
menanggung hutang persatuan. Tentang hal ini edgaéa garis besar pendapat
para sarjana dapat dikelompokkan menjadi 3 bagiitn y*°

1) Pendapat Meyers : kreditur berhak mendapat pelanbhstangnya dari
harta persatuan, harta pribadi suami/istri yang m&hhutang tersebut,
dan harta pribadi suami/istri yang tidak membuaahg tersebut.

2) Pendapat Grunebaum dan De Bruyn : kreditur berhdkkumendapat

pelunasan hutangnya dari harta persatuan, sedarigism pribadi dari

3 J SatrioHukum Harta PerkawinarPT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hal 84.
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suami/istri (yang tidak membuat hutang tersebuigktiidapat diwajibkan

untuk membayar hutang persatuan.

3) Pendapat P Scholten, Pitlo, Meyling : harta peesatoertanggungjawab
atas hutang persatuan. Disamping itu, suami begtaryg jawab dengan
harta pribadinya atas hutang-hutang yang dibudingke atau oleh istrinya.
Tetapi sebaliknya istri dengan harta pribadinyakidertanggungjawab
atas hutang persatuan yang dibuat suami.

Atas ketiga pendapat tersebut ada dua asas didal#rPerdata untuk
memecahkan persoalan tersebut. Pada dasarnyandi@asal 113 KUHperdata
terkandung asas bahwa hutang persatuan yang dilaapihak yang satu, tidak
dapat ditagih dari harta pribadi yang lain. Asasnga yaitu hutang persatuan
yang dibuat oleh istri dapat dipertanggungjawabkepada suami dengan harta
pribadinya, tetapi tidak ada ketentuan yang memiianasebaliknya yaitu apabila
hutang tersebut dibuat oleh suami lalu diambil pagan dari harta istrinya.

Bubarnya harta bersama/harta persatuan diatur addaPasal 199
KUHPerdata yang mengatur bahwa ada lima alasan dasar bubarnya harta
bersama, antara lairt*

a) Karena berakhirnya perkawinan.

1) Karena kematian.

2) Karena perceraian.

3) Karena berlangsungnya suatu perkawinan (baru) iatasHakim,

setelah adanya keadaan tidak hadir.

3 ) SatrioHukum Harta PerkawingrPT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hal 132.
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b) Karena pembagian harta bersama sebagai berikut :
1) Dari perpisahan meja dan tempat tidur.

2) Atas permintaan istri.

2. Harta Ber sama menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Selama perkawinan pasti akan dihasilkan suatwa Haakayaan bersama
antara suami istri. Harta kekayaan tersebut dalakurn Islam diatur didalam
Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku | tentang HukumrRawinan yaitu didalam
Pasal 85-97. Macam-macam harta bersama terdadamtiidPasal 91 KHI. Harta
bersama dapat berupa benda berwujud atau tidakupgtwHarta bersama yang
berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, bdsetgerak, dan surat berharga.
Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupantakpun kewajiban. Selain
itu, harta bersama dapat dijadikan sebagai bat@mgan oleh salah satu pihak
atas persetujuan pihak lain. Pasal 92 KHI juga elaskan bahwa suami atau istri
tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkanjos atau memindahkan harta
bersama. Suami dan istri wajib bertanggungjawabjagenharta bersama (Pasal
89 dan 90 KHI).

Namun adanya harta bersama itu tidak menutup kekmarg adanya
harta milik masing-masing suami atau istri (PagaK8il). Pada dasarnya tidak
ada percampuran harta suami dan istri karena per&aw Harta istri tetap
menjadi harta istri dan dikuasai penuh olehnya,ikiem juga harta suami tetap
menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya (B&skHI). Harta bawaan dari
masing-masing suami dan istri dan harta yang dipermasing-masing sebagai
hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaangwasising, sepanjang pihak

tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawir@elain itu suami dan istri
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mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatdkkum atas harta
masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqoh, degamya (Pasal 87 KHI).

Dengan adanya harta bawaan disamping adanya harsanta, maka
kemudian muncul perbedaan pertanggungjawaban atasd suami atau istri
yang diatur didalam Pasal 93 KHI. Pada dasarnyampggungjawaban terhadap
utang suami atau istri dibebankan pada hartanyaingrasasing. Namun,
pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukauk kepentingan keluarga
dibebankan kepada harta bersama. Apabila hartarbarsdak mencukupi, maka
hutang tersebut dibebankan kepada harta suami.aPabila harta suami tidak
mencukupi dibebankan kepada harta istri.

Harta bersama dari suami yang melakukan poligaatudididalam Pasal
94 KHI. Harta bersama dari perkawinan seorang susmg mempunyai istri
lebih dari seorang, masing-masing harus terpisahbaadiri sendiri. Sedangkan
pemilikan harta bersama dari perkawinan seorangiisyang mempunyai istri
lebih dari seorang, dihitung pada saat berlangsgamngikad perkawinan yang
kedua, ketiga atau yang keempat.

Apabila terjadi perselisihan antara suami dan tstntang harta bersama,
maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepahadilan Agama (Pasal 88
KHI). Didalam Pasal 95 KHI diatur bahwa suami atatri dapat meminta
Pengadilan Agama untuk meletakkan sita jaminan laéata bersamanya tanpa
adanya permohonan gugatan cerai apabila salahvsgdkukan perbuatan yang
merugikan dan membahayakan harta bersama, contadeperti judi, mabuk,

bom dan sebagainya.
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Pembagian harta bersama diatur didalam Pasal ¥6497Apabila terjadi
cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi pabangan yang hidup lebih
lama. Sedangkan pembagian harta bersama bagi geswami atau istri yang
suami atau istrinya hilang harus ditangguhnya samganya kepastian matinya
yang hakiki atau matinya secara hukum atas dadasgu Pengadilan Agama.
Didalam Pasal 97 KHI diatur bahwa janda atau dwedai hidup masing-masing
berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tdaktukan lain dalam

perjanjian perkawinan.

3. Harta Ber sama menurut Hukum Adat
Harta perkawinan lazimnya dapat dipisah-pisahkatamd 4 golongan
sebagai berikuf®
1) Barang-barang yang diperoleh suami atau istri secsarisan atau
penghibahan dari kerabdainily) masing-masing dan dibawa ke dalam
perkawinan.
2) Barang-barang yang diperoleh suami atau istri udttksendiri serta atas
jasa diri sendiri sebelum perkawinan atau dalamarmpaskawinan.
3) Barang-barang yang dalam masa perkawinan dipel@mi dan istri
sebagai milik bersama.
4) Barang-barang yang dihadiahkan kepada suami ataubesama pada
waktu pernikahan.
Menurut Djojodiguno dan Tirtawinata, rakyat Jawanda&h mengadakan

pemisahan harta perkawinan ini dalam 2 golongatu y@mrang asal atau barang

% Soerojo WignjodipoeroPengantar dan Asas-Asas Hukum AdaT Toko Gunung Agung,
Jakarta, 1995, hal 150.
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yang dibawa kedalam perkawinan dan barang miliksdbea atau barang
perkawinan.

Pada dasarnya pengertian harta bersama didalanmhadat sama dengan
harta bersama pada umumnya, yaitu harta yang dgheselama perkawinan
karena pekerjaan suami atau isttNamun yang membedakannya hanyalah nama
harta bersama tersebut di beberapa daerah yan@dsmymacam sepeltiarta
pencarian (Jakarta),seguna sekaydJawa Barat),gono-gini (Jawa Tengah),
sarikat (Kuningan), barang perpantangan (Kalimantan), harta suarang
(Minangkabau) dan lain sebagainya. Dikenal pulaahbawaan didalam Hukum
Adat vyaitu harta yang diperoleh suami atau istribebem perkawinan
dilangsungkan yang dikarenakan hadiah dan laim{@n

Di lain-lain daerah yang mengenal adanya milik &er&@ suami atau istri
menganggap termasuk milik bersama suami istri aegekayaan yang selama
berlangsungnya perkawinan, diperoleh suami atau astal saja dua-duanya
bekerja untuk keperluan rumah tangga. Pengertiderjae itu sendiri lama-
kelamaan menjadi sangat luas sehingga seorangasigi pekerjaannya di rumah
saja berupa memelihara anak-anak dan mengurus rtangga sudah dianggap
bekerja juga. Oleh karena itu kekayaan yang didsyeatii menjadi milik bersama
ini sudah wajar sebab meskipun si istri tidak bgkeendiri untuk memperoleh
barang-barang tersebut, namun dengan memelihakaaaa& dan membereskan
urusan rumah tangga itu suami telah menerima bantarag sangat berharga serta

sangat mempengaruhi kelancaran pekerjaannya derariJadi hal tersebut

% Martiman Prodjohamidjojo,Tanya jawab mengenai Undang-Undang perkawinan dan
peraturan pelaksanaaf® T Pradnya Paramita, Jakarta, 1991, hal 34.



25

secara tidak langsung mempengaruhi bertambahnya kekurangnya milik
bersama antara suami dan istri.

Pengaturan mengenai harta bersama didalam Hukum didaur pula
didalam Jurisprudensi yaitu Keputusan Mahkamah Agito.51/K/SIP/1956
tanggal 7 september 1956 yang menyatakan bahwaugséarta yang diperoleh
selama masa perkawinan termasuk dalam gono-girnskimen mungkin hasil
kegiatan suami sendiri”. Keputusan Mahkamah Agung.1RO/K/SIP/1960
menyatakan bahwa “semua penghasilan suami atasetdma masa perkawinan
selain harta asal dan atau harta pemberian yangike¢inharta asal adalah harta
benda yang bersama mereka. Tidak dipersoalkan lapstkaikut kerja atau tidak,
membina rumah tangga dan mendidik anak pun disggadan dengan profesi
suami diluar rumah jika perkawinan putus maka hbeisama dibagi sama rata
antara suami dan istri”.

Pengurusan atas harta bersama, suami atau igiat deertindak atas
persetujuan kedua belah pihak misalnya menjual, ggestaikan. Sedangkan
terhadap harta bawaan, suami atau isteri mempinakapenguasaan atas barang
bawaan tersebut. Penguasaan atas harta bawadoutessami atau isteri dapat
mengadakan persetujuan untuk diurus oleh salalpg#l ataupun tetap dibawah
pengurusan dan penguasaan masing-masing. Jikawpeaka tersebut putus
dikarenakan perceraian, maka pada umumnya hartarbarini dibagi antara
kedua belah pihak dan masing-masing mendapatkamudepl etapi ada beberapa
daerah yang mempunyai kebiasaan pembagian haganb@ryang berbeda atau

diatur menurut hukum masing-masing daerah, misalnya
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a) Daerah hukum adat Jawa Tengah dibagi dalam seggrséqikul, namun
sekarang telah berubah menjadi separo-separo.

b) Daerah hukum Jawa Barat dibagi besarnya bagiamaasgami dan isteri
harus seimbang dengan banyaknya tenaga yang dkemratalam usaha
mencari nafkah selama perkawinan.

Keputusan Mahkamah Agung No0.387/K/SIP/1958 padagdain 25
pebruari 1959 menyatakan bahwa “menurut hukum waag) berlaku di Jawa
Tengah, seorang janda mendapat separuh dari ara-ginf. Keputusan
Mahkamah Agung No0.189/K/SIP/1959 tanggal 8 Juli9A9enyatakan bahwa
“selama seorang janda belum kawin lagi, maka babamgnggono-gini yang
dipegang olehnya tidak dapat dibagi-bagi, guna amem kehidupannya”.
Keputusan Mahkamah Agung No.258/K/SIP/1959 tang@alagustus 1959
menyatakan bahwa “pembagigono-gini tidak dapat dituntut oleh orang lain

daripada anak atau istri (suami) dari yang menitkggagono-gini.

4. Harta Ber sama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Kelompok-kelompok harta di dalam perkawinan metuindang-Undang
Perkawinan diatur didalam Pasal 35 Undang-Undamgd¥d Tahun 1974 yang
menentukan :
1) Harta yang diperoleh selama perkawinan menjadatzetsama.
2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istrildata benda yang
diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warmsaalah dibawah

penguasaan masing-masing sepanjang para pihakntielagntukan lain.
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Jadi dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwauméUndang-Undang
Perkawinan, didalam satu keluarga mungkin terdégah dari satu kelompok
harta. Bahkan pada asasnya didalam satu keluardaps¢ lebih dari satu
kelompok harta. Hal ini berlainan dengan sistemgyalianut KUHPerdata
(Burgerlijk Wetboek) yaitu bahwa dalam satu kelaappda asasnya hanya ada
satu kelompok harta saja yaitu harta persatuanigaam

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kelomipelkmpok
harta yang mungkin terbentuk adalah :

1. Harta bersama.

Ternyata Harta Bersama menurut Pasal 35 Undangfgnéomor 1
Tahun 1974, harta bersama suami istri hanyalah poteliharta-harta yang
diperoleh suami istri sepanjang perkawinan sajdinya, harta yang diperoleh
selama tenggang waktu antara saat peresmian ped@vgampai perkawinan
tersebut putus, baik terputus karena kematian ssdainang dari mereka atau
karena perceraian. Dengan demikian, harta yang tBfainyai pada saat dibawa
masuk ke dalam perkawinan terletak diluar hartssdma. Dapat disimpulkan
bahwa harta bersama adalah hasil dari pendapasemi,shiasil dari pendapatan
istri, hasil dan pendapatan dari harta pribadi suaaupun istri sekalipun harta
pokoknya tidak termasuk dalam harta bersama, assg¢nkuanya itu diperoleh
sepanjang perkawinan.

2. Harta pribadi.
Yaitu harta yang sudah dimiliki suami/istri padaatsgperkawinan

dilangsungkan. Harta pribadi ini dibedakan menjadi
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a. Harta bawaan suami.

b. Harta bawaan istri.

c. Harta hibahan/warisan suami.
d. Harta hibahan/warisan istri.

Pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 19#gatur tentang
wewenang suami atau istri terhadap harta bersaasal Rersebut menetapkan
bahwa mengenai harta bersama suami atau istri degpiindak atas perjanjian
kedua belah pihak. Katadldpat dalam pasal 36 ayat 1 tersebut harus diartikan
bahwa suami atau istri dapat melakukan perbuatd&ourhuatas harta bersama
tersebut asalkan ada persetujuan kedua belah piKaka ‘kedua belah pihdk
dalam hal ini berkaitan dengan pasal 35 ayat 1 yaegyatakan bahwa harta
yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta abeas maka dapat
disimpulkan bahwa kata kedua belah pihak adalamisdangan istrinya atau istri
dengan suaminya. Apabila pasal 36 ayat 1 dihubungemgan pasal 31 ayat 2
yang menyatakan bahwa masing-masing pihak dapakoiein perbuatan hukum,
maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa suami danketdua-duanya wenang
untuk melakukan perbuatan hukum atas harta bersdath, suami atau istri
mempunyai kewenangan atas harta bersama, namur2 a@da) hal yang
membatasi kewenangan tersebut yaitu suami danhistus bertindak bersama-
sama atau suami memberikan kuasa atau persetupiakepyada istri dan
sebaliknya®’

Sedangkan wewenang suami istri terhadap hartadmwesing-masing

diatur didalam Pasal 36 ayat 2 yang menetapkan dgahengenai harta bawaan

37 ) SatrioHukum Harta PerkawinarPT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hal 205.
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masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sdperau untuk melakukan
perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal terakhir didalam Undang-Undang Nomor 1 Tah@i4 yang
mengatur tentang harta benda perkawinan yaitu Basghng mengatur tentang
pembagian harta bersama jika terjadi perceraiasalPgrsebut menetapkan
bahwa bila perkawinan putus karena perceraianah@tsama diatur menurut

hukumnya masing-masing.

B. Kajian Umum Tentang Hak Milik
1. Hak Milik Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (K UHPerdata)

Kata-kata "hak eigendom” dalam KUHPerdata pada unyam
diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai “h&'.nPengertian tentang
hak milik diatur didalam Pasal 570 KUHPerdata yaitu

Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan skesua

kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebdwmdap

kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, agddk ti
bersalahan dengan undang-undang atau peraturan umgany
ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak mekeataga, dan

tidak mengganggu hak-hak orang lain, kesemuanydengan tak

mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi

kepentingan umum berdasar atas ketentuan undangagndan

dengan pembayaran ganti rugi.

Dari pengertian hak milik diatas, maka dapat disitkgn bahwa hak milik
(eigendom) adalah hak sempurna yang dimiliki sesepratas suatu barang
sepanjang tidak dibatasi oleh undang-undang, paraperundang-undangan, dan
hak perseorangan. Hal ini sesuai dengan pendapak®uang menyatakan

bahwa hak milik (eigendom) adalah hak yang palempurna atas suatu berifla.

Jadi, seseorang yang mempunyai hak milik (eigendatad suatu benda dapat

38 Subekti,Pokok-Pokok Hukum PerdatBT Intermasa, Jakarta, 2003, hal 69.
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berbuat apa saja dengan benda itu seperti memggiggadaikan, memberikan,
bahkan merusak asalkan tidak melanggar undang-gratan hak orang lain.

Hak milik (eigendom) mempunyai ciri-ciri yang bedae dibandingkan
dengan hak-hak kebendaan yang lainnya. Ciri-ciri kdak milik (eigendom) itu

adalah sebagai berikdf:

1. Hak milik itu selalu merupakan hak induk terhadak-hak kebendaan
yang lain. Sedangkan hak-hak kebendaan yang laiyays bersifat
terbatas itu berkedudukan sebagai hak anak terledamilik.

2. Hak milik itu ditinjau dari kuantitetnya merupakéak yang selengkap-
lengkapnya.

3. Hak milik itu tetap sifatnya. Artinya tidak akannigp terhadap hak
kebendaan yang lain. Sedang hak kebendaan yangdpat lenyap jika
menghadapi hak milik.

4. Hak milik itu mengandung inti (benih) dari semu& Hhe@ebendaan yang
lain. Sedang hak kebendaaan yang lain itu hanyaipakan onderdeel

(bagian) saja dari hak milik.

Cara-cara memperoleh hak milik (eigendom) adalahga berikut*

1. Pengambilan untuk dimilikit¢e-eigeningy
adalah pengambilan suatu barang, yang tidak memdtdk orang-orang
lain, untuk dimiliki (Pasal 585 KUHPerdata). Contgh perburuan hewan

liar, penangkapan ikan.

% Sri Soedewi Masjchoen SofwarHukum Perdata:Hukum Bengdaliberty Yogyakarta,
Yogyakarta, 1981, hal 48.

“Tan Thong KieStudi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notafd Ichtiar Baru Van Hoeve,
Jakarta, 2000, hal 26.
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2. Pelekatanr{atrekking
pelekatan ini terjadi apabila suatu barang melpkda barang-barang lain
(barang utama), sehingga kedua barang itu mengdi lsarena barang
yang melekat telah melebur menjadi satu dengambautama. Pemilik
barang utama menjadi pemilik barang yang melekat (Rasal 588
KUHPerdata).

3. Lampaunya waktu atau kedaluwarsar{aring)
yaitu memperoleh hak milik atas benda-benda itibidgpdeseorang telah
memegang kedudukan berkuasa atasnya selama wakgu dyi@ntukan
undang-undang dan menurut syarat-syarat beserta o@mbeda-
bedakannya seperti yang diatur didalam Bab VII bukeempat
KUHPerdata. Hal ini diatur didalam pasal 610 KUHR#a dan diatur
lebih lanjut dalam buku IV KUHPerdata.

4. Pewarisan drfopvolging : diatur didalam Pasal 611 KUHPerdata dan
diatur lebih lanjut dalam Bab XII dan Bab Xl KUIeRlata.

5. Penunjukkan atau penyerahan berdasarkan suatdiywerigerdata yang
dilakukan oleh orang yang berhak berbuat demikéshaidap barang itu.
Ada 3 unsur yang diperlukan untuk memperoleh hglerelom dengan
cara ini yaitu :

- penunjukkandpdrach) atau penyerahaihegering.
- berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk pemindahk eigendom
(jual beli, hibah, tukar-menukar, dll).

- yang dilakukan oleh orang yang berhak berbuat demik
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Macam-macam cara penyerahan dari benda itu dibedsésuai dengan
sifat benda itu. Penyerahan benda bergerak yamgupet diatur didalam
pasal 612 ayat 1 KUHPerdata yaitu dilakukan dengamyerahan nyata
(feitelijke levering. Penyerahan benda bergerak yang tak berwujud
dibedakan menjadi 3 macam yaitu penyerahan dasat quutangaan
toonder dilakukan dengan penyerahan nyata (pasal 612 &yat
KUHPerdata), penyerahan dari piutasygnaamdilakukan dengan cessie
(pasal 613 ayat 1 KUHPerdata), dan penyerahanpiaangaan order
dilakukan dengan penyerahan dari surat itu dan rtdisedengan
endossemen. Sedangkan penyerahan terhadap bemtdatlk bergerak
itu harus dilakukan dengan balik nama.

Undang-Undang memberikan hak-hak kepada pemilik éigendom,

antara lain sebagai berikut:

1)

2)

3)

Hak untuk menuntut kembali hak eigendom (PasalikdJdéPerdata). Hak
ini disebut revindikasi dan merupakan hak pemijika tuntutan itu
dibantah maka pemilik harus membuktikan bahwa l@htenemperoleh
hak itu dari pemilik lama secara sah dengan sa#hjalan sebagaimana
yang telah dijelaskan diatas.

Hak untuk mempertahankan hak eigendomnya (actiatogg) yaitu aksi
yang dilakukan jika pemilik diganggu demikian, sejga ia tidak dapat
melakukan haknya sebagai pemilik.

Hak untuk meminta kepada pengadilan agar pemilik bagendom

dinyatakan sebagai pemiliknya.

“I Tan Thong KieStudi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notafd Ichtiar Baru Van Hoeve,
Jakarta, 2000, hal 38.
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Cara-cara hapusnya hak milik (eigendoff) :
1. karena orang lain memperoleh hak milik itu dengalals satu cara untuk
memperoleh hak milik diatas.
2. karena musnahnya benda.
3. karena pemiliknyagigenaaj melepaskan benda tersebut.

Suatu hal yang khusus dalam Hukum Barat ialah adaeygertian bezit
sebagai hak kebendaan disamping adanya hak milden@om). Menurut
pendapat Wirjono Prodjodikoro, hak bezit atas bgradalah termasuk hak-hak
lain atas tanah yang sekarang tidak berlaku lagglaBgkan menurut Soedewi
Maschoen Sofwan, hak bezit masih berlaku untuk ggaba Jadi dapat
disimpulkan bahwa hak bezit atas tanah memang tiéakaku lagi, sedangkan
hak bezit atas benda bergerak dan benda yang bidekujud masih berlaku
menurut teorinya.

Menurut Subekti, pengertian bezit adalah suatu &sadahir, dimana
seorang menguasai suatu benda seolah-olah kepusgadimi, yang oleh hukum
diperlindungi, dengan tidak mempersoalkan hak nabks benda itu sebenarnya
ada pada siap&.Sedangkan definisi bezit menurut Pasal 529 KUH&arbdahwa
“bezit (kedudukan berkuasa) adalah kedudukan smsgorang menguasai suatu
kebendaan baik diri sendiri maupun dengan peraartacaang lain, dan yang
mempertahankan atau menikmatinya selaku orangy@mgjliki kebendaan itu.”

Syarat-syarat adanya bezit ada 2 (dua) yaitu codamsanimus. Corpus

yaitu harus ada hubungan antara orang-orang yasgrgkutan dengan bendanya.

42 Sri Soedewi Masjchoen SofwarHukum Perdata:Hukum Bendaliberty Yogyakarta,
Yogyakarta, 1981, hal 82.

43 Subekti,Pokok-Pokok Hukum PerdatBT Intermasa, Jakarta, 2003, hal 63.
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Animus yaitu hubungan antara orang dengan bendhaitus dikehendaki oleh
orang tersebut. Kehendak ini adalah kehendak yangpsrna, artinya bukan
kehendak dari anak kecil atau orang gila.

Cara memperoleh bezit diatur didalam pasal 528 KéiH&a yang
menyatakan bahwa kedudukan berkuasa (bezit) adaatsekebendaan diperoleh
dengan cara melakukan perbuatan menarik kebentlaatalam kekuasaannya,
dengan maksud mempertahankannya untuk diri serdenurut pendapat Sri
Soedewi Masjchoen Sofwan, ketentuan pasal 538 Kudéfee itu kurang tepat
dan memiliki kelemahan-kelemahan seperti istilatddakan, istilah kekuasaan,
dan istilah tetap memilikinya. Istilah “tindakanatena ternyata tidak semua bezit
itu diperoleh dengan tindakan. Istilah “kekuasai&un’harus diartikan secara luas,
tidak perlu merupakan kekuasaan secara langsuiigh [fetap memilikinya” itu
juga kurang tepat karena perolehan bezit itu tigeku dengan maksud untuk
tetap memilikinya bagi dirinya sendiri. Oleh karahapada asasnya bezit dapat
diperoleh dengan dua cara yaitt :

1. Dengan jalanoccupationyaitu dengan cara mendaku atau menduduki
bendanya. Artinya memperolehnya itu secara mataipa bantuan dari
orang yang membezit terlebih dahulu.

2. Dengan jalan tradition vyaitu penyerahan bendanya. Artinya
memperolehnya itu dengan bantuan dari orang yanghaat lebih dulu
(diperoleh dari tangan bezitter yang lama ke tariggitter yang baru).
Cara memperoleh bezit terhadap benda bergerakditedngan cara

menyerahkan benda bergerak berkenaan “dari tangatarigan” artinya dari

“ Sri Soedewi Masjchoen SofwarHukum Perdata:Hukum Bendaliberty Yogyakarta,
Yogyakarta, 1981, hal 88.
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tangan bezitter yang lama ke bezitter yang barngdeai bezit terhadap benda
yang bergerak ini berlaku azas hukum yang disingulllari ketentuan Pasal
1977 KUHPerdata ayat 1 yang berbunyi “terhadap &#dmergerak yang tidak

berupa bunga maupun piutang yang tidak toonder maka bezitnya berlaku

sebagai alas hak yang sempurna”. Jadi barangsiepapenoleh bezit terhadap
benda bergerak dalam hal ini seketika (nol tahwefjab dari tuntutan pemilik.

Sedangkan cara memperoleh bezit terhadap bendabigerak dapat dilakukan

hanya dengan satu pernyataan kemauan, asalkamm@mgerahkan pada saat itu
adalah betul bezitter pendahulu dan dari pihakitgktmenaruh keberatan bahwa
penerima bezit melakukan segala haknya atas bénd&lengenai bezit yang

diperoleh terhadap benda tidak bergerak ini menpamdapat Asser/Scholten
berlaku teori bezit annal yang menyatakan bahwaosasg yang menguasai
suatu benda tetap tanpa persetujuan bezitter yang, Ilbaru memperoleh bezit
atas benda itu setelah menguasainya setahun ssstataun terus-menerus dan
tanpa gugatan selama sedikitnya satu tahun. Jeloglsn lewat satu tahun, ia
belum memperoleh bezit atas benda yang berkeRaan.

Orang kehilangan bezit apabila hubungan antaragatengan benda yang
diakui lalu lintas hukum sebagai penguasaan bemaaberhenti. Cara-cara
kehilangan bezit (Pasal 543-547 KUHPerdata) yahagai berikut :

1) apabila kebendaan diserahkan oleh bezitter kepaag ¢tain (Pasal 543).
2) apabila kebendaan yang dikuasainya dengan nyaia deinggalkannya,
contoh : orang membuang benda itu (Pasal 544).

3) karena musnahnya benda tersebut (Pasal 545).

%> Tan Thong KieStudi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notafd Ichtiar Baru Van Hoeve,
Jakarta, 2000, hal 34.
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4) berakhir bertentangan dengan kehendak yang memayakicontoh:
hilangnya benda karena dicuri orang lain (Pasa).546

5) kedudukan atas kebendaan tak berwujud berakhir $iggemangkunya,
apabila orang lain selama satu tahun telah menikg@atdengan tiada

gangguan apapun juga (Pasal 547)

2. Hak Milik Atas Tanah Menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)
Salah satu tujuan pokok diadakannya UUPA adalalikunteletakkan
dasar-dasar dalam mengadakan kesatuan dan kesederhdi bidang hukum
yang mengatur pertanahan. Dicabutnya berbagai ysaratoleh UUPA dan
dinyatakannya Hukum Adat sebagai dasar Hukum Ta&tesional adalah dalam
rangka mewujudkan kesatuan dan kesederhanaan htéusebut. Peraturan-
peraturan dan keputusan-keputusan yang tidak herlaigi dengan mulai
berlakunya UUPA ialah*®
1) Seluruh Pasal 51 IS.
2) Semua Pernyataan Domein dari Pemerintah HindianBeala
3) Peraturan mengenai hak agrarisch eigendom.
4) Pasal-Pasal Buku Ke-ll KUHP sepanjang yang mengbosmii, air,
serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya.
Dengan dicabutnya pasal-pasal Buku [l KUHP mengénani, air, dan
kekayaan alam yang terkandung didalamnya, makéahidiak dualisme dalam
Hukum Tanah Indonesia. Dengan demikian tercapailafikasi atau kesatuan

Hukum Tanah yang menurut UUPA “sesuai dengan @digapersatuan bangsa”.

¢ Boedi HarsonoHukum Agraria NasionalDjambatan, Jakarta, 2005, hal 134.
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Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) menganut korfssptanah yang
bersumber dari hukum adat yaitu mempunyai dasar ukalistik dan
mengandung corak privat serta diliputi suasanagivsi Hal ini kemudian
dituangkan didalam Pasal 20 UUPA yang menyatak&mvédiak Milik adalah
hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang ddjpaiyai orang atas tanah
dan semua hak tanah mempunyai fungsi sosial. Ngmaogertian terpenuh dan
terkuat ini tidak berarti bahwa hak ini bersifat ttak, tidak terbatas, dan tidak
dapat diganggu gugat sebagaimana sifat daripad@igekdom. Oleh karena itu
walaupun hak milik atas tanah merupakan hak yarigiaé dan terpenuh bagi
seseorang namun tetap melekat kepentingan sesegaagglebih tinggi untuk
mewujudkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia

Hak milik atas tanah mempunyai sifat-sifat khusetsagjai berikut*’

1) Dapat beralih karena pewarisan, sebab bersifatti&murun

2) Penggunaannya tidak terbatas dan tidak dibatasangem tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

3) Dapat diberikan sesuatu hak atas tanah lainnyaadi feak milik oleh

pemiliknya kepada pihak lain

Dalam Pasal 21 ditetapkan bahwa hanya warga négdoaesia (WNI)
yang dapat mempunyai hak milik atas tanah sertarbbddan hukum tertentu
yang ditetapkan oleh pemerintah. Apabila oranggasmemperoleh hak milik

dikarenakan pewarisan atau percampuran harta baysaaka warga negara asing

4" Muchtar WahidMemaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tan&epublika, Jakarta, 2008,
hal 22
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(WNA) tersebut wajib melepaskan hak milik itu dalgangka waktu satu tahun

sejak diperolehnya hak tersebut.

Dalam pasal 22 ditetapkan bahwa terjadinya hak<ratlhs tanah menurut

hukum adat diatur dengan peraturan pemerintahngi&eda tanah yang lainnya

dilakukan dengan penetapan pemerintah yang carasymat-syaratnya diatur

dengan peraturan pemerintah menurut ketentuan gadatang. Sedangkan

mengenai hak-hak atas tanah yang ada sampai déegEkunya UUPA baik

hak-hak Indonesia maupun hak-hak Barat diatur mgrkonversi dari Undang-

Undang Pokok Agraria ini yaitu sebagai berikut :

1) Konversi Bekas Hak-Hak Barat

a)

b)

Pasal 1 ayat 1 ketentuan konversi UUPA mengatuwaalak eigendom
atas tanah yang ada pada mulai berlakunya undataagnni sejak saat
tersebut menjadi hak milik kecuali jika yang memyairtidak memenuhi
syarat sebagai tersebut dalam pasal 21 (hanya weagara Indonesia
yang dapat mempunyai hak milik).

Pasal 2 Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 TahunOlB8&nyatakan
bahwa orang-orang warga negara Indonesia yang padggal 24

september 1960 berkewarganegaraan tunggal dan megaiptanah

dengan hak eigendom, dalam waktu 6 bulan sejalg&hrigrsebut wajib
datang pada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yarsgrigkutan untuk
memberikan keterangan kewarganegaraannya.

Pasal 3 mengatur bahwa hak eigendom yang pemilikigyaukti

berkewarganegaraan Indonesia tunggal dicatat olepald Kantor



39

Pendaftaran Tanah pada asli maupun pada grosse/aldebagai konversi
menjadi hak milik.

d) Pasal 4 mengatur bahwa hak-hak eigendom yang lsgseigka waktu 6
bulan pemiliknya tidak datang pada kantor atau plemya tidak dapat
membuktikan bahwa ia berkewarganegaraan tunggdia mkeh Kepala
Kantor Pendaftaran Tanah dicatat pada asli akizeyemgai dikonversi
menjadi hak guna bangunan dengan jangka waktu2ttdalam masa
berlakunya hak guna bangunan asal konversi, jikaukian pemiliknya
dapat membuktikan dirinya warga negara Indonesiggal, maka hak
guna bangunan tersebut menjadi hak milik. (Pasgb® 2).

e) Mengenai hak postal dan erfpacht atas tanah eigensiejak berlakunya
UUPA dikonversi menjadi hak guna bangunan yang ned@abi hak milik
untuk jangka waktu paling lama 20 tahun.

f) Pasal 19 dan 20 mengatur mengenai hak-hak yaakj twidaftar seperti
hak agrarische eigendgnpelaksanaan konversinya dilakukan menurut
surat keputusan penegasan hak dari Kepala Insp&gsaria yang
bersangkutan.

2) Konversi Bekas Hak-Hak Indonesia
Dengan berlakunya PP N0.24/1997 tentang Pendafiaaaah, maka
ketentuan konversi hak-hak lama mengalami penyemapur dan
pengembangan, antara lain pembukuan hak lama digdatkan berdasarkan
penguasaan fisik bidang tanah selama 20 tahunleléu secara berturut-
turut (pasal 24 ayat 2). Terhadap alat bukti testwiga diperluas antara lain

dengan surat tanda bukti hak milik yang diterbithkserdasarkan peraturan
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swapraja dan lain-lain bentuk pembuktian tertuesghn nama apapun juga

sebagaimana dimaksud dalam ketentuan konversi UUPA.

Pasal 22 ayat 2 UUPA juga mengatur mengenai peambleak milik atas

tanah negara. Pasal tersebut mengatur bahwa héktenjadi karena ketentuan

undang-undang dan penetapan pemerintah. Penetapdalam pelaksanaannya

meliputi tanah negara yang belum pernah dilekatua hak dan tanah yang

telah berakhir haknya. Tata Cara pemberian hakkmiias tanah negara dapat

dikelompokkan sebagai berikut :

1)

2)

Pemberian Hak Milik secara individual atau kolektif

Pemberian hak milik secara individual merupakan lgenman hak atas
sebidang tanah kepada seseorang atau badan hukuiikegtada beberapa
orang atau badan hukum secara bersama sebagainpen®sk yang
dilakukan dengan suatu penetapan hak. Sedangkabepem hak milik
secara kolektif merupakan pemberian atas bebendpagtanah masing-
masing kepada penerima hak yang dilakukan dalato peaetapan hak.
Pemberian Hak Milik Melalui Redistribusi Tanah

Sistem ini dilakukan dalam rangka pelaksandandreform yaitu
pembagian kembali tanah obydkndreform kepada para petani yang
memenuhi syarat. Redistribusi tanah kepada petamgah maksud agar
mereka memiliki tanah pertanian sebagai modal untakingkatkan taraf
hidupnya. Kegiatan distribusi ini merupakan salatussarana untuk
memeratakan pemilikan tanah terutama kepada p@@nggarap dan
petani kecil yang selama ini tidak memiliki aksesuk memperoleh tanah

sebagai sumber penghidupannya.
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3) Pemberian Hak Milik secara Umum
Pemberian hak milik secara umum dilakukan atasnigidanah tertentu
kepada penerima hak yang memenuhi kriteria tertdmdudasarkan
peraturan perundang-undangan. Pemberian hak miltklakukan dengan
langsung meningkatkan hak yang ada (hak guna bangtmak pakai, hak
pengelolaan) dan bagi tanah yang belum ada hakudda melalui

konformasi pemberian hak milik.

C.Kajian Kewenangan Peradilan Agama
1. Sgarah Peradilan Agama di Indonesia
Sejarah perjalanan Pengadilan Agama dibagi daldrarbpa tahap antara

lain sebagai berikut :

a. Sejarah Peradilan Agama sebelum tahun 1882

b. Sejarah Peradilan Agama dalam rentang tahun 1882-19
c. Sejarah Peradilan Agama dalam rentang tahun 1938%-19
d. Sejarah Peradilan Agama dalam rentang tahun 1989-19
e. Sejarah Peradilan Agama dalam rentang tahun 19%4-19
f. Sejarah Peradilan Agama dalam rentang tahun 1984-19

g. Sejarah Peradilan Agama dalam rentang tahun 1989rsa

Ad.a. Sejarah Peradilan Agama sebelum tahun 1882

Sebelum Islam masuk ke Indonesia telah ada duamaeradilan yaitu
Peradilan Perdata yang mengurus perkara-perkaig ry@mjadi urusan raja dan
Peradilan Padu yang mengurus perkara-perkara yakanbmenjadi urusan raja.

Dilihat dari segi materi hukumnya, Peradilan Pada¢rdasarkan pada hukum



42

Hindu, sedangkan Peradilan Padu berdasarkan pakamhundonesia asli.
Dengan masuknya agama Islam, maka masyarakat melaksanakan aturan-
aturan agama Islam yang bersumber pada kitab-Kikah dalam kehidupan
sehari-hari. Dalam penyelesaian perkara-perkarar g@nduduk yang beragama
Islam dilakukan melalui tahkim, yaitu para pihakngeerperkara secara sukarela
menyerahkan perkara mereka pada seorang ahli agaamaa, atau mubalig
untuk diselesaikan dengan ketentuan bahwa kedwuk ping bersengketa akan
mematuhi putusan yang diberikan ahli agama itu.ioBer tahkim tersebut
kemudian mulai diterima oleh raja-raja. Dengan pemean agama Islam dalam
kerajaan, otomatis para hakim pelaksana peradikrgkat oleh sultan sehingga
jabatan keagamaan merupakan bagian yang tidaksabk@an dengan jabatan
pemerintahan umum, misalnya di tingkat kerajaaehdis penghulu agung yang
berfungsi sebagai hakim yang dibantu beberapa ettagang dikenal sebagai
Pengadilan Surambi. Periode tahkim inilah yang gidusebagai awal
perkembangan Peradilan Agama di Indonesia.
Ad.b. Sejarah Peradilan Agama dalam rentang taB88-1937

Peradilan Agama sebagai suatu badan peradilamdastem kenegaraan
untuk pertama kali lahir di Indonesia, khususny&aldan Madura pada tanggal 1
Agustus 1882 berdasarkan suatu keputusan Rajadzefzada tanggal 19 januari
1882 No.24 yang dimuat dalam Staatsblad 1882 Noy&2y diantaranya
menetapkan peraturan Peradilan Agama dengan na&hestérraden untuk
daerah Jawa dan Madura. Badan peradilan kemudianalidengan Raad Agama

atau Pengadilan Agama.
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Kemudian muncul kebijakan dari pemerintah Belayddu Staatsblaad
tahun 1931 No.53 yang memuat tentang pembatasaemvesyy pengadilan agama
hanya pada bidang perkawinan saja dan pencabutaenaeg atas perkara waris.
Pemerintah Kolonial Belanda kemudian menggunakamakepuan politik
terencana untuk membatasi serta mengurangi kongpepEngadilan agama
dengan mengeluarkan Staatsblad 1937 No0.116 demgam®enambah 2 ayat (1)
dalam Staatsblaad 1882 No0.152 sehingga pengadijjama hanya berwenang
untuk memeriksa dan memutus perselisihan hukumraarg@orang suami istri
beragama islam, sedangkan perkara lain tentandhniledak, rujuk serta soal
perkara lain adalah menjadi wewenang PengadilasaBia
Ad.c. Sejarah Peradilan Agama dalam rentang taB@#-1945

Pada masa penjajahan Belanda, Pengadilan Agamga lmaampunyai
kewenangan dalam bidang perkawinan. Pada masajgiemnaJepang sendiri
Pengadilan Agama tetap dibatasi kewenangannyats@aela masa penjajahan
Belanda. Hal ini dibuktikan adanya kebijaksanagradg bahwa semua peraturan
perundang-undangan yang berasal dari pemerintalketand& dinyatakan tetap
berlaku sepanjang tidak bertentangan. Pengadilamagdetap dipertahankan dan
tidak mengalami perubahan agama #arkioo Kootoo Hooinuntuk Mahkamah
Islam tertinggi, berdasarkan aturan peralihan PE3d&lala tentara JepanQganu
Seizy tanggal 7 maret 1942 No.1.

Ad.d. Sejarah Peradilan Agama dalam rentang taBd6-1959

Jika di masa penjajahan dan di awal kemerdekaaigaddan Agama

berada dibawah Departemen Kehakiman, maka dengeatuRs Pemerintah

No0.5/SD/1946 pada tanggal 3 januari 1946, Pergadlgama dialihkan dari
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Departemen Kehakiman ke Departemen Agama. ltulddalsgia Pengadilan
Agama kemudian dipandang sebagai pilar utamarogydiDepartemen Agama.
Berdasarkan PP. 45 Tahun 1957 (dasar hukum beyairengadilan
Agama di luar Jawa dan Madura, Kalimantan Seldtm Kalimantan Timur),
Pengadilan Agama di wilayah tersebut diberi kewgaanmengadili perkara
waris. Tetapi kewenangan tersebut dikaitkan derzgek kalimat yang berbunyi
“apabila menurut hukum yang hidup diputus menurukum agama Islam”.
Akibatnya di daerah-daerah yang kuat pengaruh huddeth maka sengketa waris
orang Islam diajukan ke Pengadilan Negeri. Hanydadirah-daerah yang kuat
pengaruh hukum Islam, perkara waris diajukan kegBdifan Agama. Seperti
halnya dengan daerah-daerah lain, eksekusi puResagadilan Agama di wilayah

tersebut juga memerlukan fiat eksekusi dari Petayadiegeri.

Ad.e. Sejarah Peradilan Agama dalam rentang taB&ri-1974

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 24 Undaxgitién Dasar
Tahun 1945, maka pada tahun 1964 keluarlah Undantigty No.19 Tahun 1964
tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan KelmkirKemudian diganti
dan disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah N@ahdn 1970 tentang
Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.lR&s&P No.14 Tahun
1970 ini menentukan bahwa Kekuasaan Kehakimangditedkan oleh 4 (empat)
lingkungan peradilan yaitu Peradilan Umum, Peradigama, Peradilan Militer,
dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang No.14 Tahun 1970 Tentang Ketentutemikean Pokok
Kekuasaan Kehakiman adalah undang-undang yang pett&kma kali mengakui

bahwa Pengadilan Agama adalah peradilan negasal P@ ayat (1) menyatakan
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bahwa Pengadilan Agama merupakan salah satu petaks&tuasaan kehakiman
dibawah Mahkamah Agung. Pengakuan tersebut mernpakal dan cikal bakal
yang signifikan bagi perkembangan Pengadilan Agsefenjutnya.
Ad.f. Sejarah Peradilan Agama dalam rentang tal®i4-1989

Diundangkannya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 TgnRarkawinan
kemudian berdampak positif terhadap yurisdiksi aligeengadilan Agama yang
mendapat tambahan kewenangan yang luas terkaidamgsalah perkawinan
umat Islam. Akan tetapi titik lemahnya bahwa sepapusan Pengadilan Agama
perlu dikukuhkan oleh Pengadilan Negeri. Lembagagpkuhan tersebut
sesungguhnya kontradiksi dengan semangat kesetaeagpat lingkungan
peradilan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 10 Ayatndang-Undang No.14

Tahun 1970.

Dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakatuntugnadanya
lembaga kasasi terhadap putusan tingkat bandindanDaupaya mengisi
kekosongan hukum tersebut, Mahkamah Agung menarbferaturan MA No.1
Tahun 1977 tanggal 26 November 1977 yang membukaampg diajukannya
permohonan kasasi oleh pihak yang tidak puas tephpdtusan tingkat banding.
PERMA tersebut diiringi oleh Surat Edaran MA No.Téhun 1977 tentang
jalannya pengadilan pemeriksaan kasasi dalam @ep@data dan pidana oleh
Peradilan Agama dan Peradilan Militer.

Titelatur dan nomenklatur Pengadilan Agama tidakagam karena
berbeda dasar hukum berdirinya yang sering menkahul kebingungan
masyarakat, maka Menteri Agama menerbitkan KMA Noahun 1980 pada

tanggal 28 Januari 1980 yang mengatur penyatuaremidatur tersebut yakni
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Pengadilan Agama untuk tingkat pertama dan Peragadilnggi Agama untuk
tingkat banding. Namun kewenangan tetap belum dhgamakan.

Eksistensi Pengadilan Agama sebagai peradilan yaagdiri kemudian
terwujud dengan diundangkannya Undang-Undang Nbahun 1989. Undang-
undang ini mengatur kedudukan, hukum acara dan re@vgan Pengadilan
Agama secara eksplisit. Pengangkatan hakim tidgkd#akukan oleh Menteri
Agama tetapi oleh Presiden selaku Kepala Negarasabiping itu, Pengadilan
Agama diberi kewenangan mengeksekusi putusannyaen&arorganisasi
Pengadilan Agama sudah memiliki juru sita dan legabpengukuhan dihapus.
Penantian panjang umat Islam yakni dikembalikankgaenangan menangani
perkara waris menjadi kenyataan. Tuntutan pembab@a bersama dapat
digabung dengan perkara perceraian dalam bentukulksmobjektif atau
diajukan tersendiri sesudah putusan perceraian mneyapkekuatan hukum yang
tetap. Dalam hal Penggugat atau Pemohon tidak mewga maka pihak lawan
(Tergugat atau Termohon) dapat mengajukan tuntogambagian harta bersama
tersebut dalam gugat rekonpensi. Persoalan yanggaajal dalam Undang-
Undang No.7 Tahun 1989 ini adalah masalah sengkiéitadalam perkara yang

menjadi kewenangan Pengadilan Negeri.

Ad.g. Sejarah Peradilan Agama dalam rentang taB88-%aat ini

Dengan adanya reformasi di bidang hukum antara daindangkannya
Undang-Undang No.35 Tahun 1999 Tentang Perubahaaridgrundang No.14
Tahun 1970 yang mengakomodir ide satu atap keehmg&ungan peradilan di
bawah Mahkamah Agung. Selain itu, untuk Peraddgama ide tersebut baru

terealisir pada tanggal 30 Juni 2004 dengan temikeppres No.21 Tahun 2004
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tanggal 23 Maret 2004 yang mengatur pengalihan d@na Agama dari
Departemen Agama ke Mahkamah Agung. Mengingat kewakk dan latar
belakang historisnya, maka pembinaan badan Pemaddgmma dilakukan oleh
Mahkamah Agung dengan memperhatikan saran dan pandéenteri Agama
dan Majelis Ulama Indonesia (sebagaimana diamanaileh Penjelasan Umum

Alinea 4 Undang-undang No. 4 Tahun 2004 Tentangus&an Kehakiman.

Amandemen Ketiga Undang-undang Dasar 1945 padan té2002
merupakan klimaks reformasi di bidang kekuasan lelen, dengan lahirnya
pasal 24 sampai dengan pasal 24C. Bagi keempé&uliggn peradilan khususnya
Pengadilan Agama, perubahan tersebut merupakastip@riyang monumental
karena eksistensi dan tata urutan keempat lingkungaadilan diakui dalam
suatu hukum dasar. Dengan demikian eksistensi d#m wrutan keempat
lingkungan peradilan tidak hanya diakui oleh pea®atuperundang-undangan
setingkat undang-undang, tetapi telah diakui olaehtls hukum dasar yakni
Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan terlaksananya Undang-Undang No.35 Tahun, 188€a Undang-
Undang No.7 Tahun 1989 tidak relevan lagi dengatkgmebangan yang ada,
untuk itu perlu dilakukan penyesuaian seperlunyabifuhan hukum tersebut
kemudian terpenuhi dengan diundangkannya UndangagdNo.3 Tahun 2006
pada tanggal 20 Maret 2006. Tiga hal mendasar déladeng-Undang No.7
Tahun 1989 yang diubah yaitu mengenai kewenanganbinaan, dan hak opsi.
Kewenangan Undang-Undang No.7 Tahun 1989 mengadakin luas dan yang
paling menonjol adalah sengketa ekonomi syari’@méhtara pembinaan oleh

Mahkamah Agung tidak hanya di bidang teknis daniadtnasi yudisial, tetapi
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telah meliputi organisasi, administrasi, dan finansyang pelaksanaannya
memperhatikan saran dan pendapat Menteri Agamaldgalis Ulama Indonesia.
Sedangkan hak opsi dalam perkara waris dihapus.ptensi absoluterhadap
perkara waris ditentukan oleh agama pewaris. Ditiga hal mendasar tersebut,
masih banyak pembaharuan yang dibawa oleh UndadggnNo.3 Tahun 2006

terutama mengenai sengketa milik yang diatur drddtasal 50.

2. Kompetensi Absolut Peradilan Agama yang terkandung didalam Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2@fang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 19&88ngrPeradilan Agama.
Salah satu yang diatur didalamnya adalah tentamgbpkan atas perluasan
lembaga kewenangan lembaga Peradilan Agama padh 4fasSecara lengkap
bidang-bidang yang menjadi kewenangan Pengadilamagneliputi perkawinan,
waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekiaim, ekonomi syariah.

Dari luasnya kewenangan Pengadilan Agama saamaka diperlukan
juga perluasan terhadap pengertian asas persenkétalaman. Hal ini dimuat
didalam Pasal 1 angka 37 tentang Penjelasan Pasa@miy menyatakan bahwa
“yang dimaksud dengan antara orang-orang yang aeradslam adalah termasuk
orang atau badan hukum yang dengan sendirinya rdekkan diri dengan
sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yaegjadi kewenangan
peradilan agama sesuai dengan ketentuan Pasal ini”.

Dari penjelasan pasal tersebut dapat dilihat psalnapemahaman
mengenai asas personalitas keislaman dengan meaiggulembaga penundukan

diri. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkahwa kewenangan mutlak
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peradilan agama meliputi bidang-bidang perdatarsepang tercantum dalam
Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 198Mh¢ang-Undang Nomor
3 Tahun 2006 dan berdasar atas asas personalig&sran yang diperluas.

Kewenangan Pengadilan Agama dalam bidang Hukumairerkn diatur
didalam Pasal 49 ayat 2 yang dalam penjelasanmnya&idebih lanjut kedalam 22
butir. Salah satu kewenangannya yaitu tentang pesaiean harta bersama (butir
10) yang pada saat ini telah menjadi wewenang Ranaélgama dan diselesaikan
di Pengadilan Agama. Penyelesaian harta bersamiagkungan Pengadilan
Agama diajukan oleh suami atau istri atau dapad pidjukan oleh bekas suami
atau bekas istri.

Didalam penyelesaian harta bersama tidak jarang yarkait dengan
sengketa hak milik. Pada saat ini sengketa hakkmiga telah menjadi
kewenangan Pengadilan Agama. Sengketa milik iniudidi dalam Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 yaitu pasal 50 ayat @) (2) serta dalam
penjelasan resmi pasal 50 ayat (2) yang terdiii ldaa paragraf. Pada asasnya
apabila terjadi sengketa milik atau sengketa keggeesh lainnya, maka terhadap
objek sengketa tersebut harus diputus lebih duleh opengadilan dalam
lingkungan Peradilan Umum. Asas ini tidak berbedagan asas sengketa milik
versi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Sengketa Hak Milik yang diatur didalam Pasal 50 &ahgiUndang Nomor
3 Tahun 2006 jo Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 7&Q06 Tentang
Peradilan Agama khususnya didalam ayat 1 dan araldin :

a) Didalam ayat 1 :
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disebutkan bahwa “ dalam hal terjadi sengketa hidik atau sengketa lain

dalam perkara sebagaimana dimaksud didalam PaskhdSus mengenai

objek sengketa tersebut harus diputus lebih dableln pengadilan dalam
lingkungan Peradilan Umum”.
b) Didalam ayat 2 :

disebutkan bahwa “ apabila terjadi sengketa meikagyaimana dimaksud

pada ayat 1 yang subjek hukumnya antara orang-oyang beragama

Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh petayadigama bersama-

sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49”.

Untuk bidang-bidang yang menyangkut hukum keluaByestanul Arifin
berpendapat bahwa Peradilan Agama dapat dikatakzagai peradilan keluarga
bagi orang-orang yang beragama Islam. Selanjutniegatkan pula bahwa
Peradilan Agama sebagai peradilan keluarga harubfabksudkan untuk tidak
sebagai peradilan biasa yang hanya melaksanakarasakn kehakiman secara
tradisional dan kaku dalam menyelesaikan sengketaatga yang diajukan
kepadanya. Namun Peradilan Agama haruslah menergmahcara yang tidak
menimbulkan kerusakan rohani dan sosial bagi p&laakga yang menjadi
pencari keadilan. Disamping itu Peradilan Agamau$adiarahkan sebagai
lembaga preventif bagi kemungkinan-kemungkinan kagbulnya keretakan
keluarga yang akan menjurus kepada sengketa-sanggleiarga. Demikian pula
pada saat pemeriksaan perkara di pengadilan hgaga duasananya benar-benar

manusiawi dan kekeluarga&h.

“8 Sulaikin Lubis, Wewenang (Kompetensi) Peradilaraig, Gemala Dewi (Ed.Hukum Acara
Perdata Peradilan Agama di Indonesldl Press, Jakarta, 2006, hal.106.
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D. Kajian Penegakan Hukum
1. Efektifitas Hukum

Apabila hukum itu efektif berarti hukum akan menglk@an suatu dampak
yang efektif dalam tujuannya untuk membimbing ateerubah perilaku manusia.
Akan tetapi pada kenyataannya hukum itu tidaklamussya efektif untuk
dilaksanakan dalam masyarakat. Ada sebagian hulang ydak berlaku secara
efektif didalam masyarakat.

Lawrence M Friedman dengan teorinya tentang dfgi hukum
menyatakan bahwa hukum bekerja di masyarakat titlae 3 (tiga) komponen
hukum. Kemudian dengan komponen-komponen terselfingderkait satu sama
lain sehingga dapat digunakan untuk menganalisektieffas hukum di

masyarakat. Ketiga komponen tersebut antara lain :

1) Substansi : digunakan untuk mengevaluasi substaksimnya.
2) Struktur : digunakan untuk mengevaluasi aparatimriya.
3) Kultur : digunakan untuk mengevaluasi budaya rasgnya.

Didalam teori-teori hukum, biasanya dibedakan antéga macam hal
berlakunya hukum sebagai kaedah. Hal berlakunyadadkakaedah hukum
tersebut disebutgelding (bahasa Belanda) atawéltung (bahasa Jerman).
Tentang hal berlakunya kaedah hukum ada anggapmsapan sebagai berikd? :

1) Kaedah hukum berlaku secara yuridis, apabila peaenya didasarkan
pada kaedah-kaedah yang lebih tinggi tingkatanHgamg Kelsen).
2) Kaedah hukum berlaku secara sosiologis, apabildatatersebut efektif.

Artinya kaedah tersebut dapat dipaksakan berlakuoigh penguasa

9 Soerjono Soekant&osiologi Hukum dalam Masyarak&tV Rajawali, Jakarta,1982, hal 13.
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walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (tkekuasaan), atau
kaedah tadi berlaku karena diterima dan diakui ofedsyarakat (teori
pengakuan).

3) Kaedah hukum tersebut berlaku secara filosofisyatsesuai dengan cita-
cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.
Oleh karena itu supaya suatu kaedah hukum berfungdia harus

memenuhi ketiga macam unsur diatas. Adapun sebaaajah sebagai berikut :

1) Bila suatu kaedah hukum hanya berlaku secara guridnaka
kemungkinan besar kaedah tersebut merupakan kasatah

2) Bila suatu kedah hanya berlaku secara sosiologsarfd arti teori
kekuasaan), maka kaedah tersebut menjadi aturaakisam

3) Apabila hanya berlaku secara filosofis, maka mumgkaedah hukum

tersebut hanya merupakan hukum yang dicita-citakan.

2. Penegakan Hukum
Apabila beberapa pengertian yang dirumuskan tephadmkum
dihubungkan dengan penegakan hukum, maka akarolipguenjabaran sebagai

berikut >°

1) Adanya pasangan nilai-nilai yang perlu diserasikgang kemudian
dijabarkan secara konkrit dalam;
2) Kaedah-kaedah hukum yang merupakan pandangan-gmrdanenilai

dan mengejawantah, yang kemudian menjadi pedonwn ba

*Y Soerjono Soekant®eberapa Aspek Sosio Yuridis MasyaraRanerbit Alumni, Jakarta, 1983,
hal 130.
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3) Sikap tindak atau perikelakuan untuk menciptakaemelihara, dan

mempertahankan kedamaian.

Oleh karena itu didalam penegakan hukum ketiga g@iag hukum
tersebut merupakan faktor utama. Apabila terjadiggaan dalam ketiga faktor
tersebut maka penegakan hukum akan terganggu pula.

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa ada lima féttor yang
mempengaruhi terhadap penegakan hukum di masyarakigra lain sebagai
berikut :>*

1) Faktor hukumnya sendiri yaitu peraturan perundamgpagan.

2) Faktor Penegak Hukum vyaitu pihak-pihak yang membentan
menerapkan hukum.

3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung peaedakkum.

4) Faktor masyarakat yaitu lingkungan di mana hukursetaut berlaku atau
diterapkan.

5) Faktor kebudayaan vyaitu sebagai hasil karya, cipn rasa yang
didasarkan pada karsa manusia di dalam pergawdap.hi

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan ngeat oleh karena
merupakan esensi dari penegakan hukum, juga mexnpakok ukur daripada
efektivitas penegakan hukum.

1) Faktor Hukumnya yaitu peraturan perundang-undan@dmkum Positif
Tertulis)
Peraturan perundang-undangan merupakan cerminaapama dari

pembentuk hukum terhadap proses penegakan hukweh.katena itu, peraturan

*1 Soerjono Soekantdsaktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Huk@ RajaGrafindo
Persada, Jakarta, 2004, hal. 8.
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perundang-undangan sebagai salah satu unsur indtertiihukum akan sangat
berpengaruh terhadap penegakan hukum. Gangguad#gtpenegakan hukum
yang berasal dari undang-undang mungkin disebakds@mma :

- tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang

- belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangauldkbn untuk
menerapkan undang-undang.

- ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-ugdapang
mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsira@rta s
penerapannya.

2) Faktor Penegak Hukum
Di dalam melaksanakan peranannya, penegak hukilibatelalam proses
diskresi oleh karena dia harus menyesuaikan amangrapan hukum secara
konsekuen dengan faktor-faktor manusiawi. Dalamimiabda tiga faktor yang
mungkin mempengaruhi diskresi yaifd :
1) Raw inputyaitu latar belakang keluarga dan pendidikan
2) Instrumental-input yang merupakan pengaruh lembaga di mana dia
bekerja
3) Environmental inpuyakni pengaruh masyarakat luas.
Pengaruh-pengaruh yang tidak serasi dari ketigéorfatersebut akan
mengakibatkan terjadinya frustasi, konflik, dan hakatiran dalam berperanan
(role performanceataurole playing. Hal ini dapat dilihat bahwa pada saat ini di

Indonesia peranan pemegang hukum dilakukan oldaluebanyak pemegang

*2 Soerjono Soekant®eberapa Aspek Sosio Yuridis MasyaraRanerbit Alumni, Jakarta, 1983,
, hal 144
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peranan. Terlalu banyak pemegang peranan yangatietidak sesuai dengaole
playing
3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung peaadakkum.

Penegakan hukum yang lancar tidak akan terjacbil@pidak didukung
oleh fasilitas yang memadai untuk menunjang persygdiukum. Contoh atas
kurang mendukungnya fasilitas untuk penegakan hu&aotara lain : kurangnya
kendaraan dinas, kurangnya alat-alat identifikasi in sebagainya. Selain itu,
ada faktor lain yang sangat erat dengan fasilitassendiri yaitu mentalitas
pribadi-pribadi yang memakainya. Mentalitas baikpia fasilitas pendukung dan
fasilitas yang baik tanpa mentalitas pemakai yamgtabggungjawab juga
merupakan hambatan yang sangat serius terhadaggbk@amehukum.

4) Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan kertujptuk mencapai
kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itigndipng dari sudut tertentu
maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan heksebut.

Pada dasarnya di dalam masyarakat terdapat penmbetesyarakat atas
dasar struktur sosial dan kebudayaannya. Pembéagisebut antara lain terdiri
dari masyarakat dengan struktur sosial dan kebadagaderhana, masyarakat
dengan struktur sosial dan kebudayaan madya, dayamskat dengan struktur
sosial dan kebudayaan pra modern. Pembagian mkaydrardasarkan struktur
sosial dan kebudayaannya inilah yang akan menuajugkrbedaan dalam tingkat
penegakan hukum serta kesadaran masyarakat akamhitada masyarakat-
masyarakat sederhana dimana adat-istiadat maslakbedengan kuat, maka

peranan hukum kurang dibandingkan dengan berlakuagyat-istiadat dan
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kebiasaan. Didalam masyarakat tersebut akan tasigaR menolak atau masa
bodoh terhadap hukum yang berlaku, karena adanyakpan bahwa kaedah
non-hukum atau adat sudah dapat memelihara kedand@iam masyarakat.
Keadaan seperti itu juga masih terjadi di masydrdkagan struktur sosial dan
kebudayaan madya. Sedangkan pada masyarakat dehgdtur sosial dan
kebudayaan pra modern akan terlihat gejala yarfgedaryaitu adanya penegakan
hukum dan pemikiran bahwa hukum harus ditaati ofesyarakat. Perbedaan
inilah yang mempengaruhi penegakan hukumnya.

Selain itu pendapat-pendapat masyarakat mengenaumhuni juga
mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Dari banyaknygguean yang diberikan
oleh hukum terdapat kecenderungan yang besar paasyanakat untuk
mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikakuhu dengan aparat
penegak hukum. Oleh karena itu, ma&ke expectatiorterhadap penegak hukum

adalah bahwa mereka akan :

1) Memberikan dan menegakkan keadilan.

2) Menindak dan menuntut mereka yang bersalah damigsa hukum.
3) Menemukan kebenaran.

4) Mendidik masyarakat agar mentaati hukum.

5) Memberikan teladan dalam kepatuhan hukum.

Jadi warga masyarakat mempunyai harapan agar pgemed@am dapat
menanggulangi masalah yang ada di masyarakat.
5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakapnitai yang

mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang rpakan konsepsi-konsepsi
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abstrak mengenai yang dianggap baik (sehingga tligiam apa yang dianggap

buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut magakan pasangan nilai-nilai

yang mencerminkan dua keadaan berbeda yang hasasaslkan. Menurut

Soerjono Soekanto dan Purbacaraka, pasangan mitay perperanan dalam

hukum adalah sebagai berikut :

a)

b)

Nilai ketertiban dan nilai ketentraman.

Nilai ketertiban biasanya disebut dengan keterikatdau kedisiplinan,
sedangkan nilai ketentraman merupakan suatu kedrebBs dalam bidang
hukum publik harus mengutamakan nilai ketertiban ddai kepentingan
umum. Akan tetapi di dalam hukum perdata mengutamakai ketentraman.
Oleh karena itu pasangan nilai ketertiban dan keteran merupakan
pasangan nilai yang bersifat universal, dan mungkiserasiannya berbeda
menurut keadaan masing-masing kebudayaan dimaaagsas nilai tersebut
diterapkan.

Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/kesdm.

Pada dasarnya pasangan nilai ini adalah pasanigagang bersifat universal.
Penempatan nilai kebendaan pada posisi yang letggitdan lebih penting
akan berakibat terhadap berbagai aspek proses hukaiah satu akibatnya
yaitu didalam proses pelembagaan hukum dalam nmasgtarmadanya sanksi-
sanksi negatif lebih dipentingkan daripada kesadarauk mematuhi hukum.
Artinya tolak ukur kewibawaan hukum dan kepatuhatas ahukum

disandarkan padaost and benefit
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c) Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebafoawatisme.
Pasangan nilai ini sangat berperan dalam perkemabahgkum. Hal ini
dikarenakan di satu pihak ada yang menyatakan bafkam hanya
mengikuti perubahan yang terjadi dan bertujuan kumempertahankan
“statusqudr Di lain pihak ada anggapan-anggapan yang kuhawbahukum
juga dapat berfungsi sebagai sarana untuk mengadpkaubahan dan
menciptakan hal-hal yang baru. Ketidakserasianrarkadua nilai tersebut
akan menempatkan hukum pada kedudukan dan peraaag irdak

semestinya.
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BAB Il

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitiamdalah yuridis
sosiologis. Pendekatan yuridis yaitu pendekataiy gilakukan terhadap Pasal 50
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Sedangkan petageksasiologis yaitu
pendekatan yang dilakukan terhadap kondisi faktaaf ada didalam masyarakat,
khususnya mengenai sengketa hak milik dalam perkarea bersama, dengan
melakukan studi langsung di Pengadilan Agama KastaMy. Untuk selanjutnya
hasil dari kedua pendekatan tersebut dihubungkhmgga pada akhirnya akan

dapat menjawab rumusan permasalahan diatas.

B. Lokas Pendlitian
Untuk mendapatkan data dan informasi yang sesuagatte judul dan
permasalahan yang diangkat dalam penelitian imgale objek penelitian yang
difokuskan pada sengketa hak milik dalam perkargaha@ersama, maka lokasi
penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Kota Mglamang terletak di Jalan
Panji Suroso No.1 Malang (Telp/Fax 034-491812). jAotapertimbangan dalam
memilih lokasi penelitian adalah sebagai berikut :
1. Pengadilan Agama Kota Malang merupakan Pengadilgam& yang
mempunyai ruang lingkup cukup luas meliputi selurdd&erah Kota

Malang dan Batu. Peneliti telah melakukan penelip@ndahuluanpfa
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survey dengan melakukan wawancara bebas pada panitersekretaris
Pengadilan Agama Kota Malang berkenaan dengan kghman untuk
mengangkat permasalahan yang hendak diteliti. Ptadain 2007
Pengadilan Kota Malang telah menangani 5 (limakare;, sedangkan
pada tahun 2008 ada 2 (dua) perkara.

2. Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 20f1%g\ykemudian
memberikan kewenangan Pengadilan Agama untuk miesaeri
menyelesaikan dan memutus atas sengketa milik dperkara harta
bersama, Pengadilan Agama Kota Malang telah menarsgéu perkara
yang terkait dengan sengketa milik dalam perkartaHzersama. Perkara
tersebut adalah perkara yang untuk pertama katipgxiksa, diputus, dan

diselesaikan melalui Pengadilan Agama Kota Malang.

C. Jenisdan Sumber Data Penélitian
1. Jenis data yang diperoleh dalam penelitiandalah sebagai berikut :
a) Data Primer
Data primer dalam penelitian ini yaitu mengenai lengentasi Pasal 50
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terkait dengagksta hak milik
dalam perkara harta bersama.
b) Data Sekunder
Data sekunder dalam penelitian ini antara lain fberu
1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadimma jo
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perub&headang-
Undang Pengadilan Agama, khususnya pasal 49 dah%#s

2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekualsahakiman;
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3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawkhasusnya
pasal 35, pasal 36, dan pasal 37 yang mengatua barida dalam
perkawinan;

4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraideasar Pokok-
Pokok Agraria;

5) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt), khugasBuku
Kesatu tentang keluarga dan Buku Kedua tentang idisias;

6) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Republikdonesia
Nomor 1 Tahun 1991) khususnya Buku | tentang HulRerkawinan
yaitu didalam pasal 85-pasal 97 yang mengatur hatayaan dalam
Islam;

7) Yurisprudensi No.51/K/SIP/1956 tanggal 7 septemb@$6 tentang
pengaturan mengenai harta bersama didalam Hukurm Ada

8) Yurisprudensi No.120/K/SIP/1960 tentang pengatumamgenai harta
bersama didalam Hukum Adat.

9) Salinan putusan perkara sengketa hak milik dalamkape harta
bersama terbatas pada perkara yang masuk di PEmgaAdiama Kota
Malang periode 2006-2007 dan 2008-2009.

10) Jurnal, artikel, majalah maupun berbagai bentuke&kdmiah lainnya

yang berhubungan dengan penelitian.

2. Sumber data dalam penelitian ini sebagai berikut
a) Data primer
Sumber data primer dalam penelitian ini meliputmea data yang

diperoleh secara langsung melalui penelitian pa#tasi area penelitian
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(field research yang telah ditentukan sebelumnya yaitu di Perngadi
Agama Kota Malang, serta wawancara langsung derggoonden terkait
yaitu 2 orang hakim, 3 orang panitera, dan 3 orpatp pihak yang
berperkara.
b) Data Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh dengan melakukah képustakaan
dengan cara mengambil data yang diperoleh sechngste/ang didapat
dari sumber bacaan pada Perpustakaan Pusat UtageBsawijaya, Pusat
Dokumentasi lImu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Breayig, dan

penelusuran situs di internet.

D. Metode Pengumpulan Data
a) Data Primer

Metode pengumpulan data primer dalam penelitiardilakukan
dengan cara interview atau wawancara secara lisaigath responden
terkait. Wawancara dilakukan secara langsung padmaBg hakim, 3
orang panitera, dan 3 orang para pihak yang bempserk

Bentuk wawancara dilakukan dengan menggunakan ktekni
wawancara bebas terpimpin, yaitu dengan mempesatgklebih dahulu
pertanyaan-pertanyaan yang akan dijadikan sebagdonpan dalam
wawancara. Pertanyaan-pertanyaan tersebut masilumgkmkan adanya
variasi-variasi pertanyaan lain disesuaikan derggamasi saat wawancara

dilakukan sehingga dapat diarahkan pada pokok sadatzan.
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b) Data sekunder

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dikakudengan
cara studi kepustakaan yang dilakukan dengan mepgim data dari
berbagai literatur dan peraturan perundang-undandzata tersebut
kemudian dikumpulkan, dipelajari, serta dikutip idaerbagai sumber
seperti literatur, peraturan perundang-undanganspjudensi, artikel,
jurnal, makalah, kliping koran atau majalah yangkbhgan dengan
permasalahan sengketa hak milik dalam perkara Hmetsama setelah
berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Stadustakaan ini
dimaksudkan untuk mendapatkan landasan teori yakgpckuat untuk
mendukung analisis dalam penelitian ini. Untuk gelya data-data
tersebut dikaji lebih lanjut sesuai dengan pernadsad yang ada agar

diperoleh pemecahan yang jelas.

E. Populasi, Sampel, dan Responden

a) Populasi
Populasi dalam penelitian ini adalah semua peréaRengadilan Agama
Kota Malang yang terkait dengan sengketa hak ndédilam perkara harta
bersama setelah berlakunya Undang-Undang Nomor Runr&2006
Tentang Peradilan Agama.

b) Sampel
Teknik pengambilan sampel dalam penelitian inildikan menggunakan
carapurposive samplingDengan tujuan mempermudah pengumpulan data,
maka sampel ditentukan secara sengaja dan jumlatiterstukan secara

arbiter oleh peneliti. Sehubungan dengan hal itakansampel dalam
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penelitian ini adalah semua perkara yang terkargde sengketa hak
milik dalam perkara harta bersama yang diperiksgutds, dan
diselesaikan melalui Pengadilan Agama Kota Malastglah berlakunya
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradimma.

c) Responden
Dengan mengacu pada populasi dan sampel diatag yaalg menjadi
responden dalam penelitian ini adalah semua pilaalg yerkait dengan
sengketa hak milik dalam perkara harta bersamalabketeerlakunya
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradigama, antara
lain :
1. Hakim Pengadilan Kota Malang sebanyak 2 orang.
2. Panitera Pengadilan Kota Malang sebanyak 3 orang.
3. Para pihak yang berperkara sebanyak 3 orang.

Jadi, responden dalam penelitian ini berjumlahagr

F. Metode Analisis Data

Untuk menarik kesimpulan dari data yang diperolslaka data dalam
penelitian ini menggunakan metode deskriptif kaéft yaitu peneliti
mendiskripsikan data-data yang diperoleh di lapangsehingga dapat
digambarkan secara jelas dan sistematis mengetaaddta yang diperoleh yang
meliputi segala realita dan fakta dalam praktek gydverkaitan dengan
implementasi pasal 50 Undang-Undang nomor 3 Tal@@® 2erhadap sengketa
hak milik dalam harta bersama. Kemudian dilakukanalisa dengan

menghubungkan data-data yang diperoleh di lapadgagan ketentuan dalam
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perundang-undangan yang berlaku sehingga dipemletu kesimpulan akhir

yang pada akhirnya akan dapat menjawab permasalizias.

G. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel dalam penelitiannreliputi :

1)

2)

3)

4)

Implementasi adalah penerapan hukum di masyarakhtisusnya

penerapan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun ZJ@d6ang

Peradilan Agama.

Sengketa Hak Milik yang dimaksud dalam penelitriradalah salah satu
kewenangan Pengadilan Agama yang diberikan olehatmpt)ndang

Nomor 3 Tahun 2006 untuk memeriksa, memutus, danyebesaikan

sengketa hak milik yang terjadi akibat munculnyarutu campur

(intervensi) dari pihak ketiga terkait dengan hakknlalam harta bersama
pada khususnya.

Pengadilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasdmkiman bagi
rakyat pencari keadilan yang beragama Islam memngenmkara tertentu.
Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat peartherkedudukan
di kabupaten atau kota, dan daerah hukumnya meliplatyah kabupaten
atau kota. Pengadilan Agama yang dimaksud disialaldPengadilan
Agama Kota Malang.

Harta Bersama adalah harta kekayaan bersama ypeglaéh oleh suami
dan istri selama perkawinan. Harta bersama yangaldiod didalam
penelitian ini adalah harta bersama yang berupaldéilak bergerak

termasuk juga tanah.
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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum penulis melakukan pembahasan mengenapénthasalahan,
terlebih dahulu akan dipaparkan tentang gambaramuRengadilan Agama Kota
Malang sebagai institusi yang mempunyai kewenandalam memeriksa,
memutus, dan menyelesaikan sengketa hak milik dalerkara harta bersama.
Gambaran umum Pengadilan Agama Kota Malang yang digalaskan dibawah
ini meliputi visi dan misi, dasar hukum, keduduldam wilayah hukum.

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Malang

1. Visi dan Misi
a) Visi:
Mewujudkan Peradilan Agama yang berwibawa dan beatvat/terhormat
dalam menegakkan hukum untuk menjamin keadilanerkeadan, ketertiban
dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayokepada
masyarakat.
b) Misi:

1) Menerima perkara dengan tertib dan mengatasi ségatatan atau
rintangan sehingga tercapai pelayanan penerimaakarpe secara
cepat dan tepat sebagai bentuk pelayanan prima;

2) Memeriksa perkara dengan seksama dan sewajarnymgahercapai

persidangan yang sederhana, cepat, dan dengarrinigga,;
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3) Memutuskan perkara dengan tepat dan benar sehitgygapai
putusan/penetapan yang memenuhi rasa keadilan dapat d

dilaksanakan serta memberikan kepastian hukum.

2. Dasar Hukum

Pada saat ini dasar hukum Pengadilan Agama Kotéangadalam

melaksanakan kegiatannya adalah sebagai berikut :

a.

b.

Reglemen Indonesia yang diperbaharui (RIB/HIR).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang PerkawjmdPeraturan
Pemerintah No0.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan ngddiadang
Nomor 1 Tahun 1974.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradidgma.

. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok{#lekuasaan

Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamauné
Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Amandebiedang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Peraturan Perundang-undangan, petunjuk pelaksasaeat, edaran dan
kebijaksanaan yang berkaitan dengan wewenang tiakega Pengadilan

Agama.

. Keppres No.21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Orgsini8dministrasi

dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum dan dilera Tata Usaha

Negara dan Pengadilan Agama ke Mahkamah Agung Repodonesia.
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I. Keputusan Ketua  Mahkamah  Agung Republik Indonesia
No.KMA/001/SK/1/1991 tanggal 24 januari 1991 teigtdtola Pembinaan
dan Pengendalian Administrasi Pengadilan AgamaR#srgadilan Tinggi
Agama.

J. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesiap. N
KMA/004/SK/11/1992 tanggal 24 februari 1992 tentar&usunan
Organisasi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kegpaan Pengadilan
Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.

k. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. N
KMA/006/SK/I1I/1994 tentang Pengawasan dan Evaluasas Hasil
Pengawasan oleh Pengadilan Tingkat Banding danaé@ag Tingkat
Pertama.

|. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No.3Gshuh 1990
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja KesatdariPengadilan

Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.

3. Kedudukan dan Wilayah Hukum

Pengadilan Agama berkedudukan di wilayah Kota WNaldi Kelurahan
Polowijen, Kecamatan Blimbing Kota Malang dengaanadt Jalan Panji Suroso
No.1 Malang (Telp/Fax 034-491812). Pengadilan Ag&ota Malang terletak di
ketinggian 440 sampai 667 meter diatas permukaah Becara astronomis,
Pengadilan Agama Kota Malang terletak antara 70802’ LS dan 1126'-

127’ BT. Sedangkan batas wilayahnya adalah selbeggut :
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1) Sebelah Utara : Kecamatan Singosari dan Kecamaiéds. P
2) Sebelah Timur : Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tignpa
3) Sebelah Selatan : Kecamatan Tajinan dan KecarRatienaji.
4) Sebelah Barat : Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau.

Adapun pembangunan gedung Pengadilan Agama Malkamg lyerlokasi
di Jalan Raden Panji Suroso dimulai tahun 1984dig@smikan penggunaannya
pada tanggal 25 September 1985 bertepatan denugggatdl 0 Muharram 1406 H.
Sebagai aset negara Pengadilan Agama Malang metidaiyam seluas 1.448°m
dengan luas bangunan 844 m2 yang terbagi dalamubangbangunan pendukung
yakni ruang sidang, ruang tunggu, ruang pendaftpsakara, dan ruang arsip.
Selama ini Pengadilan Agama Kota Malang telah mlenggerbaikan-perbaikan.
Perbaikan terakhir pada tahun 2005 berdasarkan INRRAkamah Agung RI
Nomor : 005.0/05-01.0/-/2005 tanggal 31 Desembd&42Bevisi | Nomor : S-
1441/PB/2008 tanggal 5 April 2005. Pengadilan Agdvelang mendapatkan
dana rehabilitasi gedung yang digunakan untuk nadigtasi bangunan induk
menjadi 2 lantai yang dipergunakan untuk ruang &etuang Wakil Ketua, ruang
Hakim, ruang Panitera/Sekretaris, ruang paniteragéanti, ruang Pejabat
Kepaniteraan dan ruang Kesekretariatan.

Pengadilan Agama Kota Malang kemudian mengalamiuljzdran
yuridiksi berdasarkan Keppres No. 25 tahun 199@uyaidanya pemisahan
wilayah yakni dengan berdirinya Pengadilan Agamdufaten Malang yang
mewilayahi Kabupaten Malang. Wilayah hukum PengadAgama Kota Malang
meliputi Kecamatan dan Kelurahan yang ada di Kot@akly dengan rincian

sebagai berikut :
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Tabel 1
Wilayah Hukum
No. | Kecamatan Yuridiks
Jarak Kelurahan dari Pengadilan Agama
Radius| (<5 km) Radius|l (>5 km)
1. Kecamatan 1. Sukun
Sukun 2. Cipto Mulyo
3. Pisangcandi
4. Tanjungrejo
5. Gading
6. Kebonsari
7. Bandungrejosari
8. Bakalan Krajan
9. Mulyorejo
10.Bandulan
11.Karangbesuki
2. Kecamatan 1. Kiduldalem 1. Sukoharjo
Sukun 2. Klojen 2. Kasin
3. Samaan 3. Kauman
4. Rampal Claket 4. Oro-oro Dowo
5. Bareng 5. Gadingkasri
6. Penanggungan
3. Kecamatan 1. Purwantoro
Blimbing 2. Bunulrejo
3. Polowijen
4. Arjosari
5. Purwodadi
6. Blimbing
7. Pandanwangi
8. Kesatrian
9. Jodipan
10.Polehan
11.Balearjosari
4. | Kecamatan 1. Mojolangu 1. Sumbersari
Lowokwaru 2. Tanjungsekar 2. Ketawanggede
3. Tasikmadu 3. Dinoyo
4. Lowokwaru
5. Jatimulyo
6. Tulusrejo
7. Merjosari
8. Tlogomas
9. Tunggulwulung




Lanjutan Tabel 1

71

No.

Kecamatan

Yuridiksi

Jarak Kelurahan dari Pengadilan Agama

Radius| (<5 km)

Radius|l (>5 km)

Kecamatan
Kd.Kandang

1. Kotalama

1.

0.

Mergosono

2. Sawojajar
3. Madyopuro
4. Lesanpuro
5. Kedungkandang
6.
7
8
9
1

Buring

. Bumiayu
. Cemorokandang

Tlogowaru
Arjowilangun

Sumber Data Sekunder, diolah, Januari 2009

Dari data diatas dapat diketahui bahwa wilayahuhulPengadilan Kota

Malang meliputi wilayah kota Malang yang terdirird® (lima) kecamatan.

Setiap kecamatan tersebut kemudian dibagi menjadsdbelas) kelurahan. Jadi

secara keseluruhan wilayah hukum Pengadilan Kotéardameliputi wilayah

kota Malang yang terdiri dari 5 (lima) kecamatam d& (lima puluh enam)

kelurahan.

Agama Kota Malang dalam bagan berikut :

Bagan 1

Susunan Organisasi Pengadilan Agama Kota Malang

Selanjutnya akan diuraikan tentang susunan orgsingari Pengadilan



SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PENGADILAN AGAMA

PIMPINAN

Dra. Hj. UMI KULSUM,SH.MH.

HAKIM

Dra
Drs.
Dra
Drs.
Drs.
Dra
Drs

NooahswN =

. Hj. SHOIMAH

.M. ASYMUNI

. Hj. MASNAH ALI

. SANTOSO,MH.

. LUKMAN HADI,SH.MH.
. Hj. AISYAH,SH.MH

. MUNASIK,MH.

Wakil Ketua

H. MASRURI SYUHADAK,SH.MH.

Panitera/Sekretaris

Drs. SYAICHUROZI,SH.

Wakil Panitera

H.SHOLICIN,SH.

Wakil Sekretaris

Drs. MUHAMAD ASHAR,MH.
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Panmud Permohonan Kasubag Kasubag
Panmud Gugatan Panmud Hukum KELOMPOK FUNGSIONAL KEPANITERAAN Kasubag Umum Kepegawaian Keuangan
DJAZILATURRACHAH,SH. ZAINUDDIN,SH. Drs.MOH.HILMY Panitera Pengganti Jurusita Pengganti NURUL ) )
MAULIDAH.S Ag.MH. Hj. MUSTYAH,SH. Hj. SITI AMINAH
1. H.SHOLICHIN,SH. 1 Hi. MUSTYAH.SH.
2. Drs. MOH HILMY
3 ZAINUDDIN,SH. 2.NUR CAHYANINGSIH SH.
STAF STAF STAF 4 DIAZILATURRACHAH.SH i DL(J)I?_‘A qumﬂws.Ag STAF STAF STAF
5.Dra. ISNADIYAH PR :
1.8.RODLIYAH,SE. 1.ERIS YUDO H. 1.IDHA NUR H 6.NUR CAHYANINGSIH,SH 1. SETL;’ UDOYONO 1. AHADI HIDAYAT 1.YUNITA EKA W.
2.HERA NUR DIANA,SH. 2.RUGAYA 2.MOH.SALIM 7.RUBA'IYAH,S.Ag. 2. MAS'UD Shi 2. MOH.AIDI 2.ABD. BERRI. HL
3.ANA KHAIROTUL 8.Dra. UMROH FATMAWATI 3. HARI SISWANTO SAg.
9.MUH. KHOIRUDIN,SH. :

Sumber Data Sekunder, diolah, Januari 2009
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Bagan diatas memaparkan susunan organisasi Pengaijama Kota
Malang berikut tugas dan tanggung jawab masingfigasian dari bagan diatas
terlihat bahwa ada 7 (tujuh) orang hakim yang Ibgdgang jawab dalam
mengadili perkara-perkara yang masuk ke Pengadigama di wilayah Kota

Malang yang terdiri dari 5 (lima) kecamatan dar(lb6a puluh enam) kelurahan.

B. Implementasi Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terkait
dengan sengketa hak milik dalam perkara harta bersama pada
Pengadilan Agama Kota Malang

Sebelum memasuki penjelasan lebih lanjut tentarpeimentasi Pasal 50

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terkait dengagksgta hak milik dalam

perkara harta bersama, maka kita perlu mengetahebth dahulu data perkara

harta bersama yang diperiksa, diputus, dan disk&esali Pengadilan Agama

Kota Malang pada tahun 2007-2008.

Tabel 2
Data Perkara Harta Bersama yang Diterima
Pengadilan Agama Kota Malang
Tahun 2007-2008

Bulan Perkara Masuk Perkara Masuk
(2007) (2008)
Januari 0 0
Februari 2 2
Maret 0 0
April 0 0




Lanjutan Tabel 2

Bulan Perkara Masuk Perkara Masuk
(2007) (2008)
Juni 0 0
Juli 0 0
Agustus 0 0
September 1 0
Oktober 0 0
November 0 0
Desember 0 0
Jumlah 3 3

Sumber Data Sekunder, diolah, Januari 2009

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa jumlalkaex harta bersama yang
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diterima Pengadilan Agama Kota Malang pada tahud7 28ebanyak 3 (tiga)

perkara yaitu yang masuk pada bulan februari selka®ydua) perkara dan pada

bulan september sebanyak 1 (satu) perkara. Sedarjgkalah perkara harta

bersama yang diterima Pengadilan Agama Kota Malpaga tahun 2008

sebanyak 3 (tiga perkara) yaitu yang masuk padankiebruari sebanyak 2 (dua)
perkara dan pada bulan mei sebanyak 1 (satu) perkadi jumlah perkara harta

bersama yang diterima Pengadilan Agama Kota Mafsata tahun 2007 sama

dengan jumlah perkara harta bersama yang diterada fahun 2008.

Perkara yang diputus Pengadilan Agama Malang $etbkrlakunya

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 adalah sebag&uber
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Tabel 2.
Data Perkara Harta Bersama yang Diputus
Pengadilan Agama Kota Malang
Tahun 2007-2008

Bulan Perkara Putus Perkara Putus
(2007) (2008)

Januari 0 0
Februari 0 0
Maret 0 0
April 1 0
Mei 1 0
Juni 0 1
Juli 1 0
Agustus 0 1
September 1 0
Oktober 1 0
November 0 1
Desember 0 0
Jumlah 5 3

Sumber Data Sekunder, diolah, Januari 2009

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa jumlalkgex harta bersama yang
diputus oleh Pengadilan Agama Kota Malang padant@®07 sebanyak 5 (lima)
perkara yaitu diputus pada bulan april, mei, jideptember, dan oktober.

Sedangkan jumlah perkara harta bersama yang diplghsPengadilan Agama
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Kota Malang pada tahun 2008 sebanyak 3 (tiga p&ykeitu diputus pada bulan
juni, agustus, dan november.

Apabila kedua tabel diatas dibandingkan, maka ddgatahui bahwa
Pengadilan Agama Kota Malang telah memenuhi asaslign sederhana, cepat,
dan biaya ringan. Hal ini dilihat dari jangka wakperadilan yang dapat
diselesaikan oleh Pengadilan Agama Kota Malangnd&iarun waktu 1-2 tahun.
Hal ini dibuktikan dengan jumlah perkara yang madak perkara yang diputus
pada tahun 2008 yang sama berjumlah 3 (tiga) perkadi jangka waktu
peradilan hanya 1 tahun. Sedangkan perkara yangudip pada tahun 2007
bertambah 2 (dua) perkara dikarenakan adanya pepaaa tahun 2006 yang
baru diputus pada tahun 2007, jadi jangka waktagkamn hanya 2 tahun.

Dari data perkara harta bersama diatas maka dé&ealdui bahwa pada
saat ini eksistensi Pengadilan Agama semakin kBatluasan kewenangan
Pengadilan Agama ini muncul setelah diundangkatm@ang-undang Nomor 3
Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undangiNbirahun 1989 tentang
Peradilan Agama (LN NO.22/2006 dan TLN NO.4611)g&ahggal 20 Maret
2008. Lahirnya undang-undang ini membawa terobdsam, terutama yang
terkait dengan sengketa hak milik. Ketentuan tersédrdapat didalam Pasal 50
yang merupakan perubahan dari Pasal 50 Undang-gnidamor 7 Tahun 1989.
Untuk mengetahui letak kewenangan Pengadilan Agamg baru tersebut, maka
akan dikaji ulang mengenai sengketa hak milik menhuindang-Undang Nomor
7 Tahun 1989 agar dapat diketahui lebih lanjut lngbuanya dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006.
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1. Sengketa Hak Milik menurut Pasal 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989

Pasal 50 menyatakan bahwa "dalam hal terjadi séagkengenai hak
milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkaktmgaimana yang dimaksud
dalam Pasal 49 maka khusus mengenai objek yangathesgngketa tersebut
harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalagklingan Peradilan Umum”.
Kemudian terhadap ketentuan Pasal 50, pembuat gndatang memberikan
penjelasan yang menyatakan bahwa "penyelesaiaad@phobjek yang menjadi
sengketa dimaksud tidak berarti menghentikan prgesgadilan di Pengadilan
Agama atas objek yang tidak menjadi sengketa”.

Dari isi Pasal 50 dan penjelasan dari pasal tetsebaka dapat ditarik
beberapa asas yang dijadikan pedoman bagi Pengadimma dalam mengadili
perkara yang didalamnya terkandung sengketa niilikisusnya perkara harta
bersama. Asas-asas tersebut antara lain :

a) Kewenangan absolut Peradilan Umum atas sengketanifibk

Apabila terjadi sengketa hak milik atau keperdatkeam dalam perkara
perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal #8 kimsus mengenai
objek yang menjadi sengketa tersebut harus digehils dahulu oleh Pengadilan
dalam lingkungan Peradilan Umum. Perkara-perkanag ydimaksud didalam
Pasal 49 (harta bersama, hibah, wakaf, shadagkh) perkara-perkara yang
menjadi kewenangan absolut lingkungan Peradilanm&adal ini berarti bahwa
dengan ditunjuknya Pasal 49 oleh Pasal 50, makgkstn hak milik atau
keperdataan lainnya meliputi seluruh perkara yapgriksa Pengadilan Agama,

menjadi kewenangan Peradilan Umum (Pengadilan Nagauk memeriksa dan
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memutusnya. Dapat diartikan pula bahwa apabila &Blagn Agama sedang
memeriksa perkara harta bersama dan dalam perkasabtit mengandung
sengketa milik atau keperdataan lain, maka sepgnjang menyangkut sengketa
hak milik menjadi kewenangan mutlak Pengadilan Kegetuk mengadilinya.
Kewenangan mutlak Pengadilan Negeri tersebut didkap dari adanya
perkataan Harus' yang tercantum dalam Pasal 50 yang menyatakawdémarus
diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam linglamBeradilan Umum”.

Oleh karena itu selama dalam suatu perkara yangrikga Pengadilan
Agama terkait dengan sengketa hak milik, maka sel@m pula kewenangan
Pengadilan Agama menjadi pasif. Kewenangannya bé&tii kembali untuk
memeriksa dan memutus perkara, apabila sengketaniikktelah diselesaikan
terlebih dahulu dalam lingkungan Peradilan Umumm{@elilan Negeri).

b) Asas Tata Cara Penyelesaian Terbatas Atas Objel Vmlak Tersangkut
Sengketa Hak Milik.

Pasal 50 mengatur bahwa sengketa hak milik disklesadalam
lingkungan Peradilan Umum, sedangkan penjelasam@ysatur bahwa sengketa
hak milik tidak menghentikan proses pemeriksaaagkEn di Pengadilan Agama
atas objek yang tidak menjadi sengketa. Apabilarkean Pasal 50 dihubungkan
dengan penjelasannya, maka dapat ditarik suatwasas tata cara penyelesaian
perkara yang mengandung sengketa hak milik merasal 50 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 :

1) Asas pertama yaitu dalam perkara yang objeknyaitedlengan sengketa
hak milik diperiksa dan diputus terlebih dahulu ahel peradilan umum

(Pengadilan Negeri), sedangkan terhadap perkarg g@meknya tidak
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terkait dengan sengketa hak milik dapat diperikea diputus secara
langsung oleh Pengadilan Agama.

2) Asas kedua yaitu perkara yang keseluruhan objekapmmya terkait
dengan sengketa hak milik, penyelesaiannya pertemss terlebih dahulu
diselesaikan oleh lingkungan Peradilan Umum. Dadaas yang kedua ini
maka kegiatan aktivitas proses pemeriksaan di RidagaAgama menjadi

terhenti atau tergantung menunggu penyelesaianaéiaig Negeri.

Selain Pasal 50 terdapat pasal lain didalam Undamgang Nomor 7
Tahun 1989 yang memperkuat ganjalan terhadap ke&nazbsolut Pengadilan
Agama yaitu Pasal 86 ayat 2 yang berbunyi "jika aoutan dari pihak ketiga,
maka Pengadilan Agama menunda terlebih dahulu peHata bersama tersebut
sampai ada putusan Pengadilan dalam lingkungardiRerdJmum yang telah
memperoleh kekuatan hukum yang tetap tentanguial it

Lukman Hadi selaku Hakim Pengadilan Agama Kota Mala
membenarkan hal-hal diatas dan kemudian menjelasla@mnva pada saat
berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kemgara Pengadilan
Agama memang sudah semakin luas. Namun kewenaergaibat masih dibatasi
oleh adanya campur tangan Peradilan Umum (PengadNiegeri) terhadap
perkara yang didalamnya mengandung sengketa hak mkdmudian Pengadilan
Agama Kota Malang dalam menghadapi perkara yangkopg terkait dengan

sengketa hak milik akan menempuh proses sebaghitbgf

?" Hasil Wawancara dengan Drs.Lukman Hadi, SH.M.Hi#akim Pengadilan Agama Kota
Malang, 15 desember 2008.
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1) Perkara yang keseluruhan objek perkaranya terkagah sengketa hak milik.
Hakim Pengadilan Agama Kota Malang akan menghemtikaoses
pemeriksaan sampai ada penyelesaian yang tuntasngestatus kepemilikan
objek perkara dari lingkungan Peradilan Umum. Qemaghentian proses ini
dilakukan hakim dengan jalan mengumumkan dalam idgsergan dan
mencatatnya dalam berita acara.

2) Perkara yang sebagian objek perkaranya terkaitasesgngketa hak milik.
Hakim Pengadilan Agama Kota Malang akan melanjutiarses peradilan
terhadap perkara yang tidak terkait dengan sendkatamilik. Sedangkan
terhadap objek perkara yang mengandung sengketanhiikk hakim akan
menunda penyelesaian perkara tersebut, dalamaiithfakan menghentikan
proses pemeriksaan sampai ada penyelesaian yaag tantang status objek
perkara tersebut.dari lingkungan Peradilan Umum.

Misalnya : Ada 10 (sepuluh) macam objek harta lmeasalan 6 objek
diantaranya terkait dengan sengketa hak milik. Malekim Pengadilan
Agama Kota Malang hanya akan memutus terlebih datewhadap 4 (empat)
objek yang tidak terkait dengan sengketa hak miikdangkan terhadap 6
(enam) objek yang terkait dengan hak milik harusiunggu putusan atas

sengketa hak milik dari Pengadilan Umum (Pengadilegeri).

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengaturan sengkétamiigk khususnya
dalam perkara harta bersama menurut Undang-UndamgoN7 Tahun 1989
secara tidak langsung masih membatasi kewenangarual’engadilan Agama.
Hal ini terbukti bahwa didalam Pasal 49 Pengadfgama diberikan perluasan

kewenangan, namun didalam Pasal 50 secara teksm@éngan Pengadilan
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Agama tersebut masih dibatasi. Dalam arti bahwalaid Pasal 49 Pengadilan
Agama dapat langsung memeriksa dan memutus pepkakara dalam Pasal 49,
namun ketika perkara-perkara tersebut terkait dersgengketa hak milik maka
Pengadilan Agama menjadi tidak berwenang memeriklsm memutus.

Kewenangan tersebut tetap menjadi wewenang Peamdditaum untuk memeriksa
dan memutus sengketa hak milik terlebih dahulu.aBgkian dapat diketahui
bahwa kemungkinan besar perkara harta bersamatpdsiit dengan sengketa
hak milik. Oleh karena itu Lukman Hadi berpenddpaitwa kompetensi absolut
Pengadilan Agama ini dapat dinilai sifatnya masims dan mendu®.

Selain itu pengaturan yang terkait dengan sengkeka milik didalam
Pasal 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ini bemgan dengan asas
sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas ini tdckandidalam Pasal 57 ayat 3
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang berbunyi @éfm dilakukan
dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.” Maknatujuan asas peradilan
sederhana, cepat, dan biaya ringan bukan hanyalaekeenitikberatkan unsur
kecepatan dan biaya ringan, namun yang diharapldalala suatu proses
pemeriksaan yang relatif tidak memakan waktu lammpai bertahun-tahun
sesuai dengan kesederhanaan hukum acara itu s&wlain itu penerapan asas
ini tidak boleh mengurangi ketepatan pemeriksaangenilaian menurut hukum
dan keadilan. Dalam arti bahwa semua harus tetaypimaehukum @ue to lavy.

Pengaturan sengketa hak milik dalam Pasal 50 Undawgng Nomor 7
Tahun 1989 ini semakin mempersulit proses peradyiang dilakukan oleh

Pengadilan Agama. Hal ini dikarenakan Pengadilammay harus menunggu

% Hasil Wawancara dengan Drs.Lukman Hadi, SH.M.Hi#akim Pengadilan Agama Kota
Malang, 15 desember 2008.
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hingga adanya putusan atas sengketa hak milikRé¢etdilan Umum (Pengadilan
Negeri). Dikarenakan lamanya suatu proses penyafesaatu perkara, tidak
jarang putusan baru berkekuatan hukum setelah péek yang berperkara
meninggal dunia. Selain itu ada pula kemungkinasabeilai kebenaran dan
keadilan yang tertuang didalamnya sudah hanculaditeleh proses perubahan
dan perkembangan nilai. Misalnya suami istri dalprases pemecahan harta
bersama akibat putusnya perkawinan (perceraianjylidi@amnya ikut serta pihak
ketiga dikarenakan terkait dengan sengketa milikahbersama harta bersama
senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiahmieéian gugatan diajukan pada
tahun 1993. Dalam persidangan sengketa hak miiktds bahwa harta bersama
adalah milik suami dan istri tersebut oleh PengadiNegeri pada tahun 1998.
Kemudian pembagian atas harta bersama diputusR#agadilan Agama pada
tahun 2003. Berarti proses penyelesaian di perayjadi¢rjangka waktu 10 tahun.
Kebenaran dan keadilan yang tertuang dalam puitisaudah palsu dan hancur
ditelan inflasi dan fluktuasi moneter. Jadi pengatusengketa hak milik dalam
Pasal 50 bertentangan dengan asas peradilan sededepat, dan biaya ringan
yang terkandung di dalam Pasal 57 ayat 3 Undangmtlomor 7 Tahun 1989.
Dikarenakan hal-hal sebagaimana diuraikan diataskapa-perkara yang
masuk ke Pengadilan Agama Kota Malang setelah knenj@ Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 menjadi meningkat sejalan dengmmakin luasnya
kewenangan absolut Pengadilan Agama termasuk jegkana-perkara harta
bersama. Namun pada akhirnya perkara harta bergam@ terkait dengan

sengketa hak milik terpaksa terhenti atau tergan@anhanging atau menunggu
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sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetegmtgkepastian pemilik atas
seluruh harta bersama tersebut.

Dari pembahasan sengketa hak milik menurut Pasdlritang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 diatas, maka perkiraan-perkisgarg ada terkait dengan
sengketa hak milik telah terbukti benar dan nyatgdi di Peradilan Agama serta
masyarakat. Perkiraan tersebut menyatakan bahdelaa daripada akan terjadi
kemacetan dan keterlambatan penyelesaian perkakaddng harta bersama,
warisan, wasiat, dan hibah. Terutama kemacetankdgrlambatan ini paling
banyak terjadi dalam perkara harta bersama. Kennaglkbesar setiap perkara
harta bersama akan mengalami proses peradilanbgotang-ulang pada tingkat
pertama di dua lingkungan peradilan yakni Pengadigama dan Pengadilan
Negeri terhadap subjek, objek, dan peristiva pokmikkara yang sama
disebabkan masalah sengketa milik. Pengadilan Agadak dapat langsung
menangani perkara yang terkait dengan sengketantbk Perkara-perkara
tersebut kemudian menumpuk dan terjadilah kemacetata keterlambatan
dalam penyelesaian perkara. Hal-hal seperti injiaig kemudian menjadi salah
satu pemikiran dan latar belakang atas munculnydabgrUndang Nomor 3
Tahun 2006 sebagai amandemen atas Undang-UndangrNontahun 1989

Tentang Peradilan Agama.
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2. Sengketa Hak Milik menurut Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006
Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentaergdilan Agama
ini membawa terobosan baru, terutama yang terlaigan sengketa hak milik.
Ketentuan tersebut terdapat didalam Pasal 50, gamgh menjadi :

1) Dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik akaperdataan
lain dalam perkara-perkara sebagaimana yang dimdkdalam
Pasal 49 maka khusus mengenai objek yang menjadjketa
tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadildalam
lingkungan Peradilan Umum.

2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dista pada
ayat (1) yang subyek hukumnya antara orang-orangigya
beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus péngadilan
agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksudmdal
Pasal 49.

Diterangkan lebih lanjut didalam penjelasan PaBayat 2 :

Ketentuan ini memberi wewenang kepada pengadilamaguntuk
sekaligus memutuskan sengketa milik atau keperddta yang
terkait dengan objek sengketa yang diatur dalamaP48 apabila
subjek sengketa antara orang-orang yang beragarmaanlsHal ini
menghindari upaya memperlambat atau mengulur waktu
penyelesaian sengketa karena alasan adanya sengkikaatau
keperdataan lainnya tersebut sering dibuat olelakijlang merasa
dirugikan dengan adanya gugatan di pengadilan agama
Sebaliknya apabila subjek yang mengajukan senghkaka milik
atau keperdataan lain tersebut bukan yang menjaaljek
bersengketa di pengadilan agama, sengketa di pelagadgama
ditunda untuk menunggu putusan gugatan yang diajuka
pengadilan di lingkungan Peradilan Umum. Penangguha
dimaksud hanya dilakukan jika pihak yang berkelzratelah
mengajukan bukti ke pengadilan agama bahwa telaaftiirkan
gugatan di pengadilan negeri terhadap objek seraglyang sama
dengan sengketa di pengadilan agama. Dalam hatkodgegketa
lebih dari satu objek dan yang tidak terkait dengdojek sengketa
yang diajukan keberatannya, pengadilan agama tidadiu
menangguhkan putusannya, terhadap objek sengketg gdak
terkait dimaksud.

Didalam pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2806hemberikan

kewenangan kepada Peradilan Umum dan Peradilan &gartuk memeriksa,
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memutus, dan menyelesaikan sengketa hak milikirlaisimpulkan dari ayat 1

yang secara langsung memberikan kewenangan kepaddilBn Umum untuk

memutus sengketa hak milik terlebih dahulu. Didakyat 2 juga memberikan
kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk sekatgumsutuskan sengketa
milik atau keperdataan lain yang terkait dengamrlolsgngketa yang diatur dalam
Pasal 49 apabila subjek sengketa antara orang-gemggberagama Islam.

Kewenangan Pengadilan Agama untuk menyelesaikas ptkara
sengketa hak milik (Pasal 50 ayat 2 Undang-Undamgdt 3 Tahun 2006) dapat
dinilai sebagai jawaban atas kendala yang telabrkifakan sebelumnya yaitu
tiada lain daripada akan terjadi kemacetan danrlketbatan penyelesaian
perkara di bidang harta bersama dikarenakan masafagketa milik. Pengaturan
didalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1888hi yang dinilai
menghambat dan memperlambat penyelesaian perkd@arpeyang terkait
dengan sengketa milik di Pengadilan Agama. Oleleriaritu dengan adanya
Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pa@aUndang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama khusudigalam ayat 1 dan 2,
maka pada saat ini Pengadilan Agama dapat secagsulag menyelesaikan
perkara harta bersama, warisan, wasiat, dan hiaab terkait dengan sengketa
hak milik secara tuntas dalam satu forum dan sagkungan peradilan.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa Untlardang Nomor 3
Tahun 2006 ini diharapkan dapat mengatasi kemacatan keterlambatan
penyelesaian perkara di bidang harta bersama, amarigziasiat, dan hibah
dikarenakan masalah sengketa milik. Namun padadtaagnya masalah yang

terkait dengan sengketa hak milik yang berlaku dasyarakat tidaklah
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berlangsung dengan lancar sesuai dengan ketentusnada didalam Pasal 50
Undang-Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Permamalbhru yang timbul
yaitu adanya tarik ulur kewenangan yang terjadntdiea Peradilan Umum dan
Peradilan Agama dalam hal kewenangan untuk memgaetkara yang terkait
dengan sengketa hak milik.

Moh.Hilmy selaku panitera hukum Pengadilan AgamatakKialang
menjelaskan bahwa setelah berlakunya Undang-Undéo@ Tahun 2006,
Pengadilan Agama Kota Malang sedang menghadakiuhn kewenangan yang
terjadi antara Pengadilan Agama Kota Malang dang&tilan Negeri Kota
Malang dalam hal kewenangan untuk mengadili perkanag terkait dengan
sengketa hak milik® Tarik ulur kewenangan tersebut terjadi dikarenaf#rak
ketiga yang terkait dengan sengketa hak milik memkga perkaranya di
Pengadilan Negeri Kota Malang, padahal setelah olopa Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 Pengadilan Agama Kota Malanghteinempunyai
kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyeesaengketa hak milik
tersebut. Hal inilah yang kemudian menyebabkaaderya sengketa kewenangan
mengadili antara Pengadilan Negeri dan Pengaditeamra.

Penyelesaian sengketa kewenangan mengadili ataketanhak milik
tersebut hingga pada saat ini masih menunggu putdsa Mahkamah Agung
untuk mengetahui lingkungan peradilan manakah y&egwenang untuk
memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketaniiék tersebut. Hal ini
dikarenakan Mahkamah Agung adalah satu-satunya yaemiliki kekuasaan

(macht power untuk menyelesaikan sengketa kewenangan menga#ra satu

% Hasil Wawancara dengan Drs.Moh.Hilmy, Panitera gaditan Agama Kota Malang, 2
desember 2008.
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pengadilan dari satu Lingkungan Peradilan denganggmilan dari Lingkungan
Peradilan yang lain. Hal ini berdasarkan Pasal 3@ladg-Undang Nomor 4
Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Mahkamah Agungpoeyai kewenangan
untuk memutus sengketa kewenangan mengadili (SKahtala badan peradilan.
Lingkup kewenangan mengadili yang pertama adalaigpketa kewenangan
mengadili antara pengadilan di lingkungan peradyiamng satu dengan pengadilan
di lingkungan peradilan yang lain (diatur didalams& 31 ayat 1). Sedangkan
didalam pasal 56 ayat 2 disebutkan bahwa ada do@bsgang menyebabkan
timbulnya sengketa tentang kewenangan mengadili ygabila dua pengadilan
atau lebih menyatakan berwenang mengadili perkang yama dan apabila dua
pengadilan atau lebih menyatakan tidak berwenanwawli perkara yang sama.

Dalam perkara sengketa hak milik ini Mahkamah Agungmpunyai
kewenangan untuk memutus sengketa kewenangan nien§V) diantara
badan peradilan dikarenakan terdapat 2 (dua) péagagang menyatakan
berwenang mengadili perkara yang sama yaitu Peagaflgama dan Pengadilan
Negeri. Oleh karena itu akibatnya banyak kasuskstaghak milik yang masih
tetap menumpuk di Mahkamah Agung dan masih menuangtuk diputus terkait
dengan lingkungan peradilan manakah yang berwenamgk memeriksa,
memutus, dan menyelesaikan sengketa hak milikltetg@engadilan Negeri atau
Pengadilan Agama).

Untuk mengatasi tarik ulur kewenangan yang terghaintara Pengadilan
Negeri dan Pengadilan Agama dalam hal kewenangtark umengadili perkara
yang terkait dengan sengketa hak milik, maka kaau$ menganalisa lebih lanjut

isi Pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahu®.2DDdalam Pasal 50 ayat
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2 dinyatakan bahwa "apabila terjadi sengketa hdk mebagaimana dimaksud
pada ayat (1) yang subyek hukumnya antara oramggoyang beragama Islam,
objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilamagbersama-sama perkara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49”.

Kata-kata "subyek hukumnya antara orang-orang laenaglslam” adalah
kata kunci yang dapat digunakan untuk menghindarjadinya tarik ulur
kewenangan antara Pengadilan Agama dan PengadiggeriN serta untuk
mengetahui wewenang lingkungan peradilan manakahg yeerhak untuk
memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tgakait dengan sengketa
milik. Kata-kata subyek hukumnya antara orang-ordregagama Islam ini
mengandung suatu asas yang disebut sebagai asasglas keislaman.

Asas personalitas keislaman ini bermakna bahwg yanduk dan yang
dapat ditundukkan kepada kekuasaan lingkungan iReratgama hanya mereka
yang beragama Islam. Dengan perkataan lain seqguanganut agama selain
Islam atau non Islam tidak tunduk dan tidak dapptkbakan untuk tunduk
kepada kekuasaan lingkungan Peradilan Agama. MeMasruri Syuhadak asas
personalitas keislaman sekaligus dikaitkan berlgmnerdengan perkara perdata
bidang tertentu, sepanjang mengenai sengketa peyaaty menjadi yurisdiksi
lingkungan Peradilan Agarita Hal ini berarti kedudukan personalitas keislaman
muslim kepada lingkungan Peradilan Agama tidakifa@rsmum dan menyeluruh
meliputi semua bidang hukum perdata.

Asas personalitas keislaman ini dimuat dalam Pasdéngan rumusan

penjelasan umum angka alinea kedua dan alinegakétidang-Undang Nomor 7

% Hasil Wawancara dengan H Masruri Syuhadak, SH.Midkim Pengadilan Agama Kota
Malang, 15 desember 2008.
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Tahun 1989. Pasal 2 tersebut berbunyi "Peradilaanfegg merupakan salah satu
pelaku kekuasaan kehakiman bagi para rakyat pekeadilan yang beragama
Islam mengenai perkara perdata tertentu”. Kemugeamelasan umum dimaksud
sekaligus mengulang dan menerangkan apa-apa yamgsigk dalam bidang

hukum perkara perdata tertentu, yang berbunyi "Reiten Agama merupakan
pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memudiasm menyelesaikan

perkara-perkara antara orang-orang yang beragdarma i bidang perkawinan,

kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shadagah sarkian hukum Islam”. Dari

ketentuan-ketentuan tersebut, maka akan ada beb@epegasan yang terkait
dengan asas personalitas keislaman sebagai berikut

1) pihak-pihak yang bersengketa harus sama-sama pleaggma Islam.

2) perkara perdata yang disengketakan terbatas mangerara di bidang

perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, shallagkonomi syariah.

3) hubungan hukum yang melandasi keperdataan tertaetgebut

berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu cara pesgi@nnya
berdasarkan hukum Islam.

Lukman Hadi selaku Hakim Pengadilan Agama Kota Kiglanenjelaskan
bahwa untuk menghindari tarik ulur kewenangan yemgdi diantara Peradilan
Agama dan Peradilan Umum, maka Pengadilan Agama Ktdlang untuk
sengketa hak milik berlaku asas personalitas kemtapenuh. Jadi perkara yang
terkait dengan sengketa hak milik tersebut harushemehi asas personalitas

keislaman yang sifatnya penuh agar dapat diperiédsadili, dan diselesaikan
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melalui Pengadilan Agama. Ada 3 faktor yang haryserduhi untuk asas

personalitas keislaman yaitd":

1)

2)

3)

Subyek hukumnya

Bahwa asas personalitas keislaman harus meliput pehak yang

bersengketa. Para pihak yang bersengketa harugabesalslam. Jika
salah satu pihak tidak beragama Islam, maka semdjiadt milik tersebut
tunduk kepada kewenangan Peradilan Umum.

Kewenangan Absolut Pengadilan Agama.

Bahwa perkara perdata yang diajukan untuk diperilBputus, dan

diselesaikan adalah perkara perdata yang merupdiemenangan
Pengadilan Agama, termasuk juga mengenai hartaarars(perdata
keislaman).

Terjadinya perbuatan hukum dan hubungan hukum wkkak menurut
hukum Islam

Bahwa landasan hubungan hukum harus berdasarkammhlglam. Jika

hubungan hukum tidak berdasarkan hukum Islam, stagkak milik

tidak menjadi kewenangan Peradilan Agama melaifenadilan Umum.
Misalnya pada saat terjadinya perkawinan menuriuimulslam, maka
penyelesaiannya yang terkait dengan putusnya per&awtersebut harus
diselesaikan melalui Pengadilan Agama. Hal inipdiarlaku walaupun
para pihak pada saat putusnya perkawinan dan peémnbhgrta bersama
telah keluar dari agama Islammyrtad, sehingga para pihak atau salah

satu pihaknya beragama non Islam.

3l Hasil Wawancara dengan Drs.Lukman Hadi, SH.MHurakit Pengadilan Agama Kota
Malang, 15 desember 2008.
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Jadi penerapan asas personalitas keislaman marugaekatuan hubungan
yang tidak terpisah dengan dasar hubungan hukunserfjgurnaan dan
kemutlakan asas personalitas keislaman harus didukleh unsur hubungan
hukum berdasar hukum Islam. Apabila asas persasddgislaman didukung oleh
hubungan hukum berdasar hukum Islam, barulah s&ndgled milik mutlak atau
absolut tunduk menjadi kewenangan Pengadilan Agaeréa hukum yang mesti
diterapkan menyelesaikan perkara harus berdasamhigam. Oleh karena itu,
asas personalitas keislaman tersebut harus dilawmk@gar sengketa hak milik
tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Agama. MaSyuhadak selaku
Hakim Pengadilan Agama Kota Malang menjelaskan lbaada beberapa bukti
yang dapat dijadikan dasar antara lain sebagditieri?

1) Buku Kutipan Akta Nikah (merupakan alat bukti otkent

Bahwa dengan melihat buku kutipan akta nikah makpad dilihat

hubungan hukum perkawinan yang terjadi antara sisirnmenggunakan

landasan hukum Islam atau bukan. Dan apabila dagaungan hukum
perkawinan hukum tersebut menggunakan hukum Islaakamhal
demikian adalah wewenang Pengadilan Agama untukyehesaikan
sengketa harta bersama setelah putusnya perkawarsgbut, meskipun
salah satu dari mereka telah pindah agama. Hdderdasarkan landasan
bahwa harta perkawinan tersebut diperoleh dalatankperkawinan yang
dibangun secara hukum Islam.

2) Bukti Kependudukan (KTP atau keterangan Domisdng sah.

% Hasil Wawancara dengan H Masruri Syuhadak, SH.Midkim Pengadilan Agama Kota
Malang, 15 desember 2008.
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Meskipun alat bukti tersebut hanya untuk menentukansdiksi para
pihak, namun didalamnya mengandung unsur pentimgrig agama atau
keyakinan para pihak. Hal ini dikarenakan pengalasa tidak cukup dan
bukankah lebih kuat sebuah pembuktian disampingggderan yang
kemudian dikuatkan dengan bukti otentik yang meakat dirinya
beragama Islam. Jika terjadi sengketa milik dengestihat bukti KTP
atau domisili seseorang yang menyatakan beragalama, Isnaka secara
otomatis akan menjadi wewenang Pengadilan Agamakumiemeriksa,
memutus, dan menyelesaikan sengketa hak milik. iklamenunjukkan
bahwa patokan untuk menentukan keislaman sesetiamg didasarkan
pada faktor formil tanpa mempersoalkan kualitasl&eian orang yang
bersangkutan. Jika seseorang mengaku beragamansfien pada dirinya
sudah melekat asas personalitas keislaman. Faktapg ditemukan dari

KTP (Kartu Tanda Penduduk), sensus kependudukay, (Surat ljin

Mengemudi) dan surat keterangan lainnya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pada asasnya apeldaitsengketa milik
atau sengketa keperdataan lainnya, maka terhadakb séngketa tersebut harus
diputus lebih dulu oleh pengadilan dalam lingkun@amadilan Umum. Asas ini
tidak berbeda dengan asas sengketa milik menurdatgrUndang Nomor 7
Tahun 1989. Berdasarkan asas personalitas keislae@erti dijelaskan diatas
maka dalam hal terjadi sengketa milik yang subjelkumnya orang yang
beragama Islam maka Pengadilan Agama dapat merbjiis sengketa tersebut
bersama perkara yang menjadi kewenangannya. Detaanlain, hakim tidak

perlu menjatuhkan putusan yang bersifat negatifgdenamar menyatakan
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gugatan tidak dapat diterimaiét onvankelijk verklaardterhadap objek sengketa
milik dan tidak perlu menunggu putusan Pengadilaggd¥i. Artinya kalau
tergugat membantah gugatan penggugat dengan atdgek sengketa adalah
milik pribadinya, maka ia harus membuktikannya dalproses persidangan di
Pengadilan Agama. Demikian pula apabila ada inteivéari pihak ketiga yang
beragama Islam, maka ia harus membuktikan alasadaldnya menggabungkan
diri dalam perkara yang sedang berjalan. Semuatoyakan dipertimbangkan
oleh hakim bersama perkara yang menjadi kewenaggann

Walaupun pada asasnya sengketa hak milik harus mémeasas
personalitas keislaman yang sifatnya penuh dalamsbbyek hukum harus
beragama Islam, namun tidak menutup kemungkinawdaengketa hak milik
juga melibatkan pihak ketiga yang beragama nommisliapabila hal ini terjadi
maka menurut Djazilatur Rachmah sebagai salahsatilera yang pernah ikut
menangani kasus perkara harta bersama yang tderagan sengketa hak milik di
Pengadilan Agama Kota Malang, menyatakan bahwaebierl dahulu akan
diadakan pembuktian lebih lanjut mengenai peraditeana yang berwenang
untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengiak milik tersebut®
Dalam hal ini Masruri Syuhadak selaku Hakim PerlgadAgama Kota Malang
menjelaskan bahwa ada beberapa pertimbangan dasukgam yang digunakan
oleh hakim untuk menentukan kewenangan antara EesamgaNegeri ataukah

Pengadilan Agama yang berwenang untuk memeriksamubss, dan

% Hasil Wawancara dengan Djazilatur Rachmah, SHitéta Pengadilan Agama Kota Malang,
3 desember 2008.
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menyelesaikan perkara harta bersama yang terkagadesengketa hak milik.
Pertimbangan tersebut antara lain sebagai berflut :

1) Apabila pihak yang mengajukan sengketa milik ilaki beragamaslam
(misalnya ergugat ataypihak ketiga beragamaon Islam), maka Rngadilan
Agamamenunda pemeriksaan perkaean langing sampaiada putusan
dari Pengadilan Bgeri tentang objek sengketa tersebut. Penundesebte
hanya dilakukanapabila pihak yang mengajukan sengketa milik telah
memperlihatkan bukti di persidangarengadilanAgama bahwa ia telah
mendaftarkan perkaranya terhadap objek terseliRéndjadilarNegeri

2) Bukti pendaftaran perkara mengenai obyek yang spdiisengketakan
telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri oleh pihakgyberagama non
Islam. Bukti pendaftaran perkara tersebut digunas@magai bukti surat
gugatan yang sudah diberi nomor perkara disertagale kwitansi panjar
biaya perkara dari Pengadilan Negeri. Dalam habiépaerbukti bahwa
ada pihak lain yang telah mengajukan eksepsi kgdeilan Agama, maka
obyek sengketa tersebut harus diperiksa dan digetul dahulu oleh
Pengadilan Negeri. Hal ini untuk menghormati hak dasa keadilan
pihak yang beragama non Islam.

3) Dengan demikianmvalaupunyang mengajukan sengketa milik haragama
nonIslam téapi tidak mendaftarkan perkaranya @nBadilanNegeri maka
PengadilanAgamadapat melanjutkan pemeriksaan perkara. Hal irarbier
bahwa pihak ketiga beragama non Islam tersebuth telnggap

menundukkan diri dengan sukarela kepada Hukum Islam

% Hasil Wawancara dengan H Masruri Syuhadak, SH.Midkim Pengadilan Agama Kota
Malang, 15 desember 2008.
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Penundukan diri secara suka rela telah dimungkinkket Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana dimuat dalanjelasan
resmi pasal 49. Perluasan pemahaman mengenai a&sasndlitas
keislaman ini dengan menggunakan lembaga “penumdald’ yang
diatur dalam Pasal 1 angka 37 tentang Penjelasaal R¥® yang
menyebutkan bahwa “yang dimaksud dengan antarag-anamg yang
beragama Islam adalah termasuk orang atau badammhyéng dengan
sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepladikum Islam
mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan peradiigama sesuai
dengan ketentuan Pasal ini.”

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan balweedasarkan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, sengketa hak mi&njadi kewenangan
absolut Pengadilan Agama apabila memenuhi 2 (d@aasyaitu :

1) Pihak yang mengajukan sengketa hak milik beragamaanl(berlaku asas
personalitas keislaman penuh).

2) Pihak tersebut tidak mendaftarkan perkaranya dig&difan Negeri
terhadap objek yang sama.

Syarat tersebut merupakan syarat kumulatif danifaereengikat. Dapat
diartikan bahwa dengan tidak terpenuhinya keduaatydiatas, maka sengketa
hak milik yang terkait dengan kewenangan Pengadifsgama menjadi
kompetensi absolut Pengadilan Negeri.

Setelah diketahui kewenangan absolut PengadilanmAgderhadap
sengketa hak milik dalam perkara harta bersama mebumdang-Undang Nomor

3 Tahun 2006, maka selanjutnya perlu dibahas mangemerapan hukumnya di
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masyarakat. Hal ini bertujuan untuk mengetahuinidanjut implementasi Pasal
50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terkait dengmmgketa hak milik
dalam perkara harta bersama pada Pengadilan Agatadalang.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 20téka
Pengadilan Agama Kota Malang telah mempunyai kengera untuk memeriksa,
memutus, dan menyelesaikan sengketa hak milikdegh&arta bersama. Masruri
Syuhadak selaku Hakim Pengadilan Agama Kota Malaegjelaskan bahwa
Pengadilan Agama dalam memeriksa, memutus, danetesaykan perkara harus
memperhatikan peraturan perundang-undangan negara yariat Islam
sekaligus® Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Undang-Ugdsomor 7
Tahun 1989 didalam Pasal 54 yang menyatakan baliu&um Acara yang
berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradlgama adalah Hukum
Acara Perdata yang berlaku dalam lingkungan Pamadimum, kecuali yang
telah dianut secara khusus dalam undang-undangMafurut pasal 54 tersebut
maka dapat disimpulkan bahwa Hukum Acara Peradiigama bersumber dari
dua aturan yang terdapat dalam Undang-Undang N@mi@hun 1989 dan yang
berlaku di lingkungan Peradilan Umum. Peraturangyamenjadi inti Hukum

Acara Perdata Peradilan Umum antara lain :

1) HIR (Het Herziene Inlandsche Reglement
2) RBg (Rechts Reglement Buitengewe}pten

3) RV (Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordeying

% Hasil Wawancara dengan H Masruri Syuhadak, SH.Midkim Pengadilan Agama Kota
Malang, 15 desember 2008.
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4) BW (Burgerlijke Wetboek atau disebut juga Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata Buku IV.

5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985 jo Undang-Undamgndd 8

Tahun 2004 tentang Peradilan Umum.

Sedangkan peraturan perundang-undangan tentangrHakara Perdata
yang sama-sama berlaku bagi lingkungan PeradilannJeian Peradilan Agama
adalah sebagai berikut :

1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ketenketentuan

Pokok Kekuasaan Kehakiman.

2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undsogior 5

Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan PP Nomor uAda®75
tentang Perkawinan dan Pelaksanaannya.

Berdasarkan penjelasan diatas maka Pengadilan Agkaan hukum
acaranya harus memperhatikan peraturan perundatapgan sebagaimana yang
dipaparkan diatas dan juga masih harus memperhatikbum acara menurut
Islam. Hal ini sesuai pula dengan penjelasan LukHeoli mengenai hukum acara
yang dipakai oleh Pengadilan Agama Kota Malang adaleraturan-peraturan
perundang-undangan dan masih ditambah dengan histam (termasuk juga
Kompilasi Hukum Islam). Oleh karena itu, sebenarnyaracara dimuka
Pengadilan Agama tidaklah semudah seperti yangaliggkan dikarenakan tidak
hanya harus menguasai hukum acara peradilan umuwetainkan juga harus
menguasai pokok-pokok hukum formal Islam dan careepapannya serta mampu

mengkombinasikannya.
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Masruri Syuhadak kemudian menjelaskan lebih lanjghgenai tahap-

tahap pemeriksaan perkara sengketa hak milik dy&Blan Agama Kota Malang

antara lain sebagai berikdt :

1)

2)

3)

Tahap sidang pertama sampai anjuran damai

Tahap ini terdiri dari hakim membuka sidang, hakimenanyakan
identitas para pihak, pembacaan surat gugatanpataohonan, dan anjuran
damai. Penekanan pada sidang pertama ini adalalyadajuran damai yang
sifatnya wajib dan mutlak perlu dicantumkan dalaerifd Acara Sidang,
terlepas daripada tercapai perdamaian atau tidaknya
Tahap Jawab-Berjawab (Replik-Duplik)

Sesudah pembacaan surat gugatan dan anjuran ddakaberhasil,
maka proses persidangan masuk ke dalam tahap jaeajawab, baik antara
pihak dengan pihak maupun antara hakim dengan pihak
Tahap pembuktian

Didalam tahap ini ditekankan pada setiap pihak ragh@n bukti dan
semua alat bukti yang diajukan harus disampaikgad@ majelis hakim.
Keaktifan mencari dan menghadirkan bukti di mukdasg adalah tugas
pihak itu sendiri dan hakim hanya membantu kalawirtai tolong oleh para
pihak, misalnya untuk memanggil saksi-saksi.

Setelah adanya kewenangan Pengadilan Agama untulgachié
perkara harta bersama terkait dengan sengketa hikk mmaka kewenangan
Pengadilan Agama semakin luas dan tugas Pengadidmma semakin

bertambah pula. Menurut Lukman Hadi didalam mersgkan sengketa hak

% Hasil Wawancara dengan H Masruri Syuhadak, SH.Midkim Pengadilan Agama Kota
Malang, 15 desember 2008.
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milik ini masalah terberat yang dihadapi oleh Pellga Agama Kota
Malang adalah terkait dengan masalah pembuffiBembuktian ini dinilai
berat dikarenakan pembuktian didalam perkara séaghkak milik adalah
merupakan titik tumpu dari penyelesaian perkara.

Demi tercapainya penyelesaian perkara sengketantibk dalam
perkara harta bersama, maka alat bukti juga memjagian penting dalam
melakukan pembuktian yang sempurna. Sesuai dengsal B4 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka hukum acara yamtakibe pada
pengadilan di lingkungan Peradilan Agama adalaluhu&cara perdata yang
berlaku pada pengadilan di lingkungan Peradilan kdmQIleh karena itu,
macam-macam alat-alat bukti yang dapat digunakdandgembuktian
perkara antara lain sebagai berikut :

a) Pembuktian dengan surat (alat bukti tertulis)
Alat bukti tertulis terbagi menjadi akta dan bulkasa. Akta adalah surat
bukti tertulis yang sengaja dibuat untuk dijadiklankti tentang suatu
peristiwa. Akta ini terbagi menjadi dua yaitu aktantik dan akta bukan
otentik.

b) Keterangan saksi

c) Persangkaan hakim

d) Pengakuan

e) Sumpah

Pembuktian yang dilakukan oleh Pengadilan Agamaa Kdalang

pada dasarnya telah memenuhnius testum nullus testu(eatu saksi sama

3" Hasil Wawancara dengan Drs.Lukman Hadi, SH.MHuraki Pengadilan Agama Kota
Malang, 15 desember 2008.
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100

dengan bukan kesaksian). Hakim dalam pembuktiaa magmenuhi prinsip
kesaksian menurut hukum Islam bahwa hukum asal sdléah dua orang,
yang kalau kurang dari dua orang harus ditambalgateralat bukti lain
sebagai penggantinya. Dapat disimpulkan bahwa hakiah memenuhi
syarat-syarat terpenuhinya alat bukti dalam menlasgutusannya dengan
menggunakan alat bukti antara lain alat bukti testuketerangan saksi,
pengakuan, dan sumpah. Oleh karena itu hakim Pgagadota Malang
telah melakukan pembuktian sesuai dengan hukuma aearg berlaku di
lingkungan Peradilan Agama.
Tahap Penyusunan Konklusi

Sebelum tahap pembuktian berakhir dan sebelum masgh majelis
hakim, para pihak diperbolehkan mengajukan konklgsesimpulan-
kesimpulan dari sidang-sidang menurut pihak yamgargkutan).
Tahap Musyawarah Majelis Hakim

Menurut undang-undang, musyawarah majelis hakiakdkan secara
rahasia dan tertutup untuk umum. Semua pihak maudg@dirin disuruh
meninggalkan ruangan sidang.
Tahap Pengucapan Keputusan

Pengucapan keputusan dilakukan selalu dalam sitabgka untuk
umum sekalipun mungkin dahulunya karena alasaentertsidang-sidang
dilakukan tertutup. Pengucapan keputusan hanyah bdilakukan minimal
setelah keputusan selesai terkonsep rapi yang sddahdatangani oleh

hakim dan panitera sidang.
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3. Faktor Penghambat Pengadilan Agama Kota Malang dalam
mengimplementasikan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

terhadap sengketa hak milik dalam harta bersama

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, Pengadilgama Kota
Malang telah mengimplementasikan Pasal 50 Undardghin Nomor 3 Tahun
2006 tentang sengketa hak milik terhadap perkama barsama. Namun didalam
penyelesaian perkara harta bersama yang terkajadesengketa hak milik
tersebut Pengadilan Agama Kota Malang menghadababai faktor-faktor yang
menghambat dalam mengimplementasikan Pasal 50 grdadang Nomor 3
Tahun 2006. Untuk menganalisa faktor-faktor pendtanPengadilan Agama
Kota Malang dalam mengimplementasikan Pasal 50 hpdtmdang Nomor 3
Tahun 2006 terhadap sengketa hak milik dalam Hagtsama, maka penulis
mengelompokkan faktor penghambat tersebut menj&iu®) yaitu faktor yuridis
dan non yuridis. Adapun dari hasil penelitian daketi faktor-faktor penghambat
antara lain sebagai berikut :

a. Faktor yuridis (substansi hukum)

Ada beberapa faktor penghambat dalam substansintrufa antara lain
sebagai berikut :

1) Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang hmasi
memberikan peluang untuk terjadinya sengketa kemgaramengadili
antara Peradilan Umum dan Peradilan Agama.

Dari faktor substansi hukumnya masih ada ketidakp dalam
pengaturan kewenangan untuk memeriksa, memutusmeanyelesaikan

sengketa hak milik. Hal ini dapat dilihat padaRsisal 50 Undang-Undang
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Nomor 3 Tahun 2006 ayat 1 dan ayat 2, bahwa didalgat 1 secara
langsung memberikan kewenangan Peradilan Umum umeknutus
terlebih dahulu, sedangkan didalam ayat 2 juga neekdn kewenangan
kepada Pengadilan Agama untuk memutus secara lagpdggusama-sama
perkara. Dari penjelasan tersebut tersirat bahwalain Pasal 50 ayat 1
dan 2 sama-sama memberikan kewenangan kepadal®erddium dan
Peradilan Agama sehingga memberikan kemungkinaokutgrjadinya
tarik ulur kewenangan Peradilan Agama dan Peradilcmum dalam hal
kewenangan untuk mengadili perkara yang terkaigdensengketa hak
milik dalam perkara harta bersama pada khususnigd Karena itu dapat
disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2Q@@Gara
substansi hukumnya belum dapat berjalan efelddldm masyarakat.
2) Pembuktian sengketa hak milik yang rumit dan berat

Masruri Syuhadak selaku Hakim Pengadilan Agama Ktdéang
mengatakan bahwa pembuktian sengketa hak miliknkhdamit dan berat,
padahal pembuktian inilah yang menjadi titik tungalam penyelesaian
perkara sengketa hak milfR.Pelaksanaan pembuktian pada Pengadilan
Agama diatur menurut ketentuan perundang-undangarg \berlaku.
Sepanjang yang tidak diatur secara khusus dalamngrandang tersebut,
maka ketentuan yang terdapat HIR, RBg, dan KUHRar(BW) masih
diberlakukan sepanjang menyangkut mengenai penaukian alat-alat
bukti. Mengenai perincian dari alat-alat bukti yafigakai ada kesamaan

dalam macam alat-alat bukti yang diatur didalam uihakislam, namun

% Hasil Wawancara dengan H Masruri Syuhadak, SH.Midkim Pengadilan Agama Kota
Malang, 15 desember 2008.
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demikian ada beberapa alat bukti yang hanya adaldm persidangan di
Pengadilan Agama saja seperti alat bukiilah dansumpabh li'an Inilah

yang menjadi kesulitan hakim Pengadilan Agama gadaini.

b. Faktor non yuridis

b.1. Faktor struktur hukum
Ada beberapa faktor penghambat dalam struktur hakamantara lain
sebagai berikut :

1) Hakim Pengadilan Agama Kota Malang masih belum drggplaman
dan terampil dalam memeriksa, memutus, dan merajkéas perkara
yang terkait dengan sengketa hak milik.

Kewenangan Pengadilan Agama untuk memutus, memyiedes
dan memutus perkara harta bersama yang terkaitadesgngketa hak
milik adalah hal yang dinilai baru dan pertama kdihadapi oleh
Pengadilan Agama Kota Malang, sejak berlakunya bgdindang
Nomor 3 Tahun 2006. Oleh karena itu hal ini masiemarlukan
pembelajaran dari hakim-hakim Pengadilan Agama Kédéang. Namun,
selama proses pembelajaran itu tidak mungkin parakan terhenti untuk
diperiksa, diputus, dan diselesaikan oleh hakiml iHa dikarenakan
adanya asas yang menyatakan bahwa hakim diandgapetatang hukum
(ius curia novij. Akibatnya putusan hakim masih belum dapat meimenu
unsur keadilan dan kemanfaatan hukum, sehinggaakamytusan hakim
yang masih diajukan banding ke Pengadilan TinggamAg dan atau

tingkat kasasi ke Mahkamah Agung.
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2) Juru Sita telah lalai untuk melaksanakan dan memkain undang-
undang/HIR tentang prosedur sita eksekusi

Peringatan ganmaningg merupakan salah satu syarat pokok
eksekusi. Tanpa peringatan terlebih dahulu, malselelsi tidak boleh
dijalankan. Ketentuan peringataaafmaning diatur didalam Pasal 196
HIR. Peringatan ini dilakukan oleh juru sita, yesgjak adanya Pasal 38
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka Pengadilaamagtelah
memiliki juru sita dan juru sita pengganti.

Panitera Pengadilan Agama Kota Malang telah mekmkuk
kelalaian dengan tidak melakukan peringatan aumaning(warning)
terlebih dahulu kepada pihak terlawan tersita daakppelawan. Hal ini
dibuktikan dengan tidak adanya surat-surat peramgakari panitera/juru
sita yang diberikan secara sah dan berdasarkanngiutmang. Pada
kenyataan yang terjadi yaitu juru sita untuk mencamdahnya hanya
mengarang dengan menulis "telah bertemu sendirg ya@rsangkutan
tidak mau tanda tangan”, hal ini agar yang bersatagk(juru sita) seolah-
olah telah menjalankan tugasnya. Abdul Azis merkatabahwa tanpa
peduli juru sita memberikan surat pemberitahuaraksanaan eksekusi
diberikan kepada orang yang tidak berhak, yaiternklan kepada teman
kerja terlawan tersita dimana terlawan tersita sgdalak ada ditempat.
Selain itu Abdul Salam juga menyatakan bahwa jurta gidak

memberikan surat pemberitahuan pelaksanaan ekskkgsiung kepada

% Hasil Wawancara dengan Abdul Azis, pihak yang edmra di Pengadilan Agama Kota
Malang, 8 desember 2008.
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pelawan, melainkan juru sita memberikan surat bertskepada Abdullah
F. Alamudi yang menyewa rumah terseffut.
3) Kesulitan Beracara di Pengadilan Agama

Pengadilan Agama dalam hukum acaranya harus meatjxaurhn
peraturan perundang-undangan dan juga masih hammpethatikan
hukum acara menurut Islam. Jadi sebenarnya berdoatka Pengadilan
Agama tidaklah semudah seperti yang dibayangkaarellakan tidak
hanya harus menguasai hukum acara peradilan umwiainkan juga
harus menguasai pokok-pokok hukum formal Islam deara
penerapannya serta mampu mengkombinasikannya.

Lukman Hadi selaku hakim Pengadilan Agama Kota Nala
mengatakan bahwa pada dasarnya beracara di Pemg@diama lebih
sulit. Namun pada kenyataannya yang beracara di Pengafidama
kebanyakan bukan beragama Isfdrbalam arti advokat yang diberikan
kuasa oleh para pihak yang berperkara ini beragama Islam.
Kebanyakan dari advokat yang beragama non Isla@k titienguasai
hukum Islam dan tidak mengetahui istilah-istilamgabiasa digunakan
dalam hukum Islam. Hal inilah yang dinilai hakim mjeedi kendala dalam
melaksanakan hukum acara di Pengadilan Agama.

Dari sengketa hak milik dalam perkara harta bersdiatas maka
dapat dikatakan bahwa aparat penegak hukum belpat daenjalankan

fungsinya dengan baik. Hal ini dibuktikan dengarujgita yang tidak

“°Hasil Wawancara dengan Ir. Abdul Salam,MBA, pilyakig berperkara di Pengadilan Agama
Kota Malang, 6 desember 2008.

“! Hasil Wawancara dengan Drs.Lukman Hadi, SH.MHuraki Pengadilan Agama Kota
Malang, 15 desember 2008.
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menjalankan proses eksekusi sesuai dengan undalaggincontohnya
juru sita lalai menyampaikan surat-surat peringaiaha pihak-pihak yang
bersangkutan. Hakim juga belum menguasai secamahpemtang proses
beracara perkara sengketa hak milik di Pengadilganfa. Hal ini
dibuktikan dengan adanya pernyataan bahwa hakimhnmasmerlukan
banyak pembelajaran. Selain itu Advokat yang dilbeasa oleh pihak
yang berperkara juga dinilai belum dapat mengudsaiacara di
Pengadilan Agama. Lukman Hadi juga mengatakan bahdwzokat
seringkali tidak punya nuraff? Contohnya advokat yang menangani
perkara harta bersama yang terkait dengan senlgiktanilik diatas diluar
persidangan mengakui kebenaran putusan majelisnhakamun pada
kenyataannya ia tetap menyarankan pada pihak yangeikara yang
memberikan kuasa padanya untuk tetap mengajukafinigpatas putusan
Pengadilan Agama Kota Malang tersebut.
b.2. Faktor masyarakat
Ada beberapa faktor penghambat dalam masyarakaraamdin sebagai
berikut :
1) Kultur hukum masyarakat yang berbeda pandangamrtgnbhak milik
atas harta bersama
Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang bemsatecam,
kompleks, dan mempunyai budaya yang berbeda. Coydolyaitu
pengaturan harta bersama diatur dalam KUHPerdatg,(Bukum Islam,

Hukum Adat, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 197Kibanya

2 Hasil Wawancara dengan Drs.Lukman Hadi, SH.MHurakil Pengadilan Agama Kota
Malang, 15 desember 2008.
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masyarakat menganut hukum yang berbeda dalam nesayen
permasalahannya. Hal ini terbukti dari penjelasdoduA Azis yang
menganggap bahwa harta bersama adalah milik sugenidgkarenakan
yang mencari nafkah adalah suami, sehingga suamhakeuntuk
memperjualbelikan atau memindahtangankan ke oraag ltanpa
persetujuan istrinya. Abdul Azis juga mengatakaasah menjual harta
bersama dan tidak memberikan sebagian hasil penjuepada istrinya,
dikarenakan istrinya tidak meminta apapun dari yedan rumah?*
Padahal pendapat semacam ini salah, namun masyalkbamasyarakat
yang berpikiran bahwa harta bersama adalah mildmsisaja sehingga
pada saat bercerai istri tidak berhak mendapatkagiab dari harta
bersama. Selain itu Menik Chanita mengatakan bapahila pembagian
harta bersama telah diputus oleh Pengadilan Agaemnmgkali para pihak
yang terikat pada putusan tersebut tidak melaksamsla dengan bafk.

2) Pengetahuan masyarakat yang kurang tentang kewamdPgngadilan
Agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikagksta hak
milik dalam perkara harta bersama yang diberika&m &Jndang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006

Masyarakat masih belum mengetahui dengan jelas @&ahw
Pengadilan Agama pada saat ini telah mempunyai hk@wgan untuk
memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketanhblk dalam

perkara harta bersama berdasarkan Undang-Undangm®irahun 2006.

“3 Hasil Wawancara dengan Abdul Azis, pihak yang ee@ra di Pengadilan Agama Kota
Malang, 8 desember 2008.
“Hasil Wawancara dengan Menik Chanita, pihak yaegpérkara di Pengadilan Agama Kota
Malang, 7 desember 2008.
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Akibatnya masih ada masyarakat yang mengajukarapetiarta bersama
yang terkait dengan sengketa hak milik ke Pengadilageri dikarenakan
mereka menyangka bahwa sengketa hak milik adaltdp teenjadi
kewenangan absolut Peradilan Umum.

Selain itu Masyruri Suhadak mengatakan bahwa banyak
masyarakat yang beragama Islam sendiri yang kal@ngan aturan dan
kewenangan Pengadilan AgafiaAkibatnya masyarakat yang beragama
Islam baru mengajukan perkara di Pengadilan Agaikarehakan telah
ada undang-undang yang mengatur kewenangan muttaigaBilan
Agama tersebut. Dapat diartikan pula bahwa ap&ieveenangan absolut
Pengadilan Agama tersebut tidak diatur dengan yo@rmatperundang-
undangan maka belum tentu masyarakat yang beradsiana akan
mengajukan perkara untuk diperiksa, diputus, daelelsaikan melalui
Pengadilan Agama.

b.3. Faktor sarana atau fasilitas yang masih kunaeigdukung penegakan hukum

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 adalah undangagnda
yang terbaru dan untuk pertama kalinya yang meikdrerkewenangan
kepada Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutuan d
menyelesaikan perkara yang terkait dengan sendkatamilik. Oleh
karena itu dikarenakan kewenangan ini masih barkannaasih terdapat
kekurangan sarana atau fasilitas yang mendukungkupelaksanaan
kewenangan tersebut. Misalnya sarana atau fasilitisk mengadakan

sita eksekusi yang digunakan dalam sengketa hak mil

% Hasil Wawancara dengan H Masruri Syuhadak, SH.Mtthkim Pengadilan Agama Kota
Malang, 15 desember 2008.
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4. Upaya-Upaya Untuk Mengatasi Faktor Penghambat Pengadilan Agama
Kota Malang dalam mengimplementasikan Pasal 50 Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 ter hadap sengketa hak milik dalam harta bersama

Setelah diketahui faktor-faktor yang menghambagBdilan Agama Kota
Malang dalam mengimplementasikan Pasal 50 Undamatin Nomor 3 Tahun
2006, maka harus dicari pula upaya-upaya untuk atesghambatan-hambatan
yang telah terjadi sehingga penerapan hukumnyat degggalan dengan baik di
masyarakat. Upaya-upaya yang harus dilakukan olfgd&lilan Agama Kota
Malang antara lain sebagai berikut :

a. Faktor yuridis (substansi hukum)

Pengadilan Agama Kota Malang menganut asas pers@néakislaman
penuh. Asas tersebut terkandung didalam Pasal 80 2yyaitu pada kata-
kata 'subyek hukumnya antara orang-orang beragama [slgamg merupakan
kata kunci yang digunakan untuk menyelesaikan talik kewenangan antara
Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri serta umehkgetahui wewenang
pengadilan manakah yang berhak untuk memeriksautosimdan menyelesaikan
perkara yang terkait dengan sengketa hak milik.

Namun apabila asas personalitas keislaman ini aanyidak dapat
mengatasi sengketa kewenangan mengadili sengketaihla yang terjadi antara
Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Maka ddsanpulkan bahwa
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 secara substaksimrinya belum dapat
berjalan efektif didalam masyarakat. Oleh karemg diperlukan kajian ulang
terhadap Pasal 50 Undang-Undang No.3 Tahun 2006 kladusnya yang terkait

dengan sengketa hak milik.
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b. Faktor non yuridis
b.1. Faktor struktur hukum

Upaya yang dapat dilakukan terkait dengan strukttkumnya antara lain

sebagai berikut :

1) Hakim Pengadilan Agama Kota Malang

Kewenangan Pengadilan Agama untuk memutus, meyiedes
dan memutus perkara harta bersama yang terkaitadesgngketa hak
milik adalah hal yang dinilai baru dan pertama kdihadapi oleh
Pengadilan Agama Kota Malang, sejak berlakunya bgdindang
Nomor 3 Tahun 2006. Oleh karena itu hal ini masienmmarlukan
pembelajaran dari hakim Pengadilan Agama Kota MplBlamun, selama
proses pembelajaran itu tidak mungkin perkara aterhenti untuk
diperiksa, diputus, dan diselesaikan oleh hakiml iHa dikarenakan
adanya asas yang menyatakan bahwa hakim diandgapetatang hukum
(ius curia novij. Untuk mengatasi hal itu maka hakim harus beitiai
untuk tidak mengambil putusan dalam keadaan penavuktang masih
meragukan.
Masyruri Suhadak mengatakan bahwa ada peringatarnaeits

Nabi Muhammad SAW mengenai tiga karakter hakim rdalmemutus
perkara. Hadits tersebut berbunyi “...Hakim itu adg tmacam, satu
dalam syurga dan dua dalam neraka. Adapun hakim gadalam syurga
itu adalah orang yang mengetahui kebenaran dan ndienutuskan
dengannya. Sedang orang yang mengetahui kebenkeen tetapi dia

menyimpang dari kebenaran itu di dalam memutuslakapa, maka dia
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di dalam neraka. Dan orang yang memutuskan penkemausia tidak
berdasarkan pengetahuan, maka ia itu di dalam aér@Hiadits Riwayat
Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, lbnu Majah, dan Hakim ndadia
mensahihkannydf.

Berdasarkan hadits diatas dapat disimpulkan balngast hakim
dalam pembuktian sebelum memutuskan perkara saregat. Hakim
harus menguasai pengetahuan yang berkaitan daldakukan peradilan
dan apabila hakim memutuskan perkara tidak berk@sarengetahuan, ia
akan diancam masuk dalam golongan hakim yang ndisigdam neraka.
Masruri Syuhadak menyatakan bahwa hakim Pengadilgama Kota
Malang masih harus belajar, mengikuti pelatiham oengikuti seminar
hakim yang terkait dengan pemeriksaan dan penyateparkara sengketa
hak milik.*’

Selain itu Lukman Hadi juga menyatakan bahwa hgkiga akan
berusaha semaksimal mungkin dalam menjalankan iftvaggm * Fungsi
hakim bukanlah sekedar corong Undang-Undang, tetagim adalah
orang yang tahu bagaimana penerapan hukum di naksyaDalam arti
bahwa hakim tidak hanya tahu faktor kepastian hulkg@an melainkan
hakim juga harus lebih mempertimbangkan faktor k&faetan hukumnya.
Hal ini dikarenakan Undang-Undang dibuat jauh sebeimasyarakat

berkembang seperti pada saat ini, sehingga hakamdgerpedoman pada

¢ Hasil
Malang,
4" Hasil
Malang,
8 Hasil
Malang,

Wawancara dengan H Masruri Syuhadak, SH.Mithkim Pengadilan Agama Kota
15 desember 2008.
Wawancara dengan H Masruri Syuhadak, SH.Mttakim Pengadilan Agama Kota
15 desember 2008.
Wawancara dengan Drs.Lukman Hadi, SH.MHunakim Pengadilan Agama Kota
15 desember 2008.
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Undang-Undang juga harus melakukan penemuan hukambeérpikir
bagaimana agar hukum tersebut berlaku efektif diyarakat. Hal inilah
yang pada saat ini dipegang teguh oleh hakim Pdagadlgama bahwa
bagaimana agar putusan Pengadilan Agama tetap shekda pada
kemaslahatan. Maksudnya yaitu bagaimana agar putésangadilan
Agama dapat melakukan upaya preventif dan upaysesiép Upaya
preventif yaitu putusan Pengadilan Agama tidak rebabkan atau
menghasilkan kemudharatan lebih lanjut. Sedangkayairepresif yaitu
putusan Pengadilan Agama dapat mengatasi kemudhayaing telah
terjadi di masyarakat.

2) Aparat Penegak Hukum lainnya di Pengadilan Agama K&alang

Melihat kenyataan yang terjadi sebagaimana dijelasHiatas,

maka pendapat Masyruri Syuhadak atas ketentuamd@éesal 197 ayat 3
HIR adalah benar. Pasal 197 ayat 3 HIR dapat kisrtpula menunjuk
syarat cakap dan jujur bagi panitera, juru sitaypoa pejabat lain yang
ditunjuk menjalankan perintah eksekusi sehinggayaaheralasan untuk
menilai kecakapan dan Kkejujuran panitera maupuru jaita pada
pengusulan pengangkatan merékBengan adanya penilaian kecakapan
dan kejujuran panitera maupun juru sita, maka &elal juru sita dalam
melakukan peringatanagnmaning dapat ditekan sekecil/semaksimal

mungkin.

9 Hasil Wawancara dengan H Masruri Syuhadak, SH.Midkim Pengadilan Agama Kota
Malang, 15 desember 2008.
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b.2. Faktor masyarakat
Upaya yang dapat dilakukan terkait dengan budaysyanakat antara lain
sebagai berikut :

Didalam hukum Islam yaitu Kompilasi Hukum Islam d#idalam
peraturan perundang-undangan yaitu Undang-UndangoNd Tahun
1974 sudah jelas diatur bahwa suami atau istritg@gpsetujuan pihak lain
tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan haetsama. Didalam
Jurisprudensi yaitu Keputusan Mahkamah Agung N&/fSIP/1956
tanggal 7 september 1956 menjelaskan bahwa “senauta hyang
diperoleh selama masa perkawinan termasuk dalam-gion meskipun
mungkin hasil kegiatan suami sendiri”. Keputusanhkéanah Agung
No0.120/K/SIP/1960 mengatakan bahwa “semua pengimasilami atau
istri selama masa perkawinan selain harta asalatin harta pemberian
yang mengikuti harta asal adalah harta benda yargaima mereka. Tidak
dipersoalkan apakah istri ikut kerja atau tidakyrbana rumah tangga dan
mendidik anak pun dinilai sepadan dengan profesmnsuliluar rumabh jika
perkawinan putus maka harta bersama dibagi sarmaangara suami dan
istri”. Jadi istri tetap berhak memperoleh hartashma dan pendapat-
pendapat masyarakat diatas adalah pendapat ysas}jeéds salah dan
menyimpang dari aturan yang ada. Namun, banyak anasyt yang
menganut pendapat tersebut dikarenakan masyar@alt tahu akan
peraturan perundang-undangan dan hukum yang mengahgenai harta

bersama tersebut. Oleh karena itu diperlukan ssssalatas peraturan-
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peraturan yang menyangkut harta bersama tersebutagbat laun pola
pikir masyarakat dapat berubah.
b.3. Faktor sarana atau fasilitas hukum
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 adalah undangagnda
yang terbaru dan untuk pertama kalinya yang meikdrerkewenangan

kepada Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutuan d

menyelesaikan perkara yang terkait dengan sendka&kamilik. Oleh

karena itu demi tercapai penerapan hukumnya di anakgt maka perlu
ditambah sarana atau fasilitas oleh pemerintah.

Berdasarkan pemaparan dan penjelasan diatas mp&tdieetahui bahwa
masih banyak kendala-kendala yang mengganggu pelake kewenangan
Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus, dan efesaikan perkara
sengketa hak milik. Selain itu masih banyak fakébtor yang menyebabkan
tidak efektifnya pelaksanaan Undang-Undang Nomoifaéhun 2006 dalam
mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbké&itaer dengan sengketa
hak milik. Walaupun demikian Lukman Hadi menyatakaahwa Pengadilan
Agama diharapkan akan tetap eksfsHal ini dikarenakan Allah Swt telah
menurunkan syariat Islam maka bagaimana kita sehagat yang beragama
Islam untuk tetap mengikuti mengikuti syariat térge Oleh karena itu
diharapkan masyarakat yang beragama Islam mau rkarpedi Pengadilan
Agama selama perkara tersebut menjadi kewenangdaknriRengadilan Agama

sebagaimana yang telah diatur didalam peraturamgang-undangan yang ada.

¥ Hasil Wawancara dengan Drs.Lukman Hadi, SH.MHuraki Pengadilan Agama Kota
Malang, 15 desember 2008.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Adanya tarik ulur kewenangan yang terjadi dianResadilan Umum dan
Peradilan Agama dalam hal kewenangan untuk memgaetkara yang terkait
dengan sengketa hak milik dapat diatasi denganpesasnalitas keislaman yang
sifatnya penuh sebagaimana yang terkandung didBksal 50 ayat 2 Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Aga@lah karena itu
Pengadilan Agama mempunyai kewenangan absolut umémkeriksa, memutus,
dan menyelesaikan sengketa hak milik dalam perkarga bersama apabila
memenuhi 2 (dua) syarat yaitu pihak yang mengajukangketa hak milik
beragama Islam dan pihak tersebut tidak mendafigokakaranya di Pengadilan
Negeri terhadap objek yang sama. Syarat tersebuipaiean syarat kumulatif dan

bersifat mengikat.

B. SARAN

1. Bagi Pemerintah :

a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 secara substarksininya
belum dapat berjalan efektif didalam masyarakaehOkarena itu

hendaknya pemerintah sebagai lembaga pembuat wodalegg
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mengkaji ulang dan melakukan penyempurnaan terhaétagang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agamsusnya
aturan yang terkait dengan sengketa hak milik. ikiatimaksudkan

untuk menghindari adanya tarik ulur kewenangan yengdi antara
Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dalam miesaeri
memutus, dan menyelesaikan sengketa hak milik dpkenkara harta
bersama.

b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 adalah undangrgngiang
dinilai baru dan yang pertama kalinya memberikanvdmangan
kepada Pengadilan Agama untuk memeriksa, memut@s) d
menyelesaikan perkara yang terkait dengan sendjedtamilik. Oleh
karena itu pemerintah perlu menambah sarana dasarprea demi
kelancaran penerapan hukum di masyarakat, khusussiplfamentasi
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terhadap sengiakamilik

dalam perkara harta bersama.

2. Bagi Hakim Pengadilan Agama Kota Malang
Hakim harus berusaha semaksimal mungkin dalam haaikgn
fungsi hakim yang tahu faktor kepastian hukum dama&nfaatan hukum.
Oleh karena itu hakim selain berpedoman pada Untemigng juga
harus melakukan penemuan hukum dan berpikir bagaragar hukum
tersebut berlaku efektif di masyarakat. Hal ini dksudkan Hakim
Pengadilan Agama Kota Malang menghasilkan putusaig yperdasarkan
pada kemaslahatan sehingga dapat mengatasi dan uraegg

kemudharatan yang terjadi di masyarakat.
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3. Bagi Hakim Pengadilan Negeri Kota Malang

Hakim Pengadilan Negeri Kota Malang harus menolagatan
atas sengketa hak milik yang diajukan ke Pengadiageri terhadap
objek yang sama sebagaimana yang diadili di Pelagaédigama apabila
subjek yang bersengketa beragama Islam. Hal irdasarkan ketentuan
didalam Pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 T&2006 Tentang
Peradilan Agama yang telah memberikan kewenangaolwb pada
Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus, dan elesatkan

sengketa hak milik terutama dalam perkara hartselnes.

4. Bagi Masyarakat Umum
Diperlukan sosialisasi kepada masyarakat atasnlzniperaturan
perundang-undangan yang baru terutama yang menigaiiang hukum
keluarga pada khususnya. Hal ini dikarenakan hukefnarga adalah
salah satu bidang hukum yang sangat berkaitanderagan kehidupan
masyarakat, sehingga diharapkan lambat laun pkilarpasyarakat dapat

berubah sesuai dengan perkembangan hukum yang ada.
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Pedoman Wawancara Hakim Pengadilan Agama Kota Malang

. Siapa nama Bapak/lbu ?

. Apakah Pengadilan Agama pernah menerima perkata harsama yang
didalamnya terkandung unsur sengketa ?

. Jika memang benar pernah menerima perkara hartsarbar yang
didalamnya terkandung unsur sengketa, sengketa byag@manakah itu?
Apa ada kaitannya dengan sengketa hak milik?

. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 20®$ngadilan

Agama tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksanutus, dan
menyelesaikan sengketa hak milik terkait dengantahdrersama.
Bagaimanakah pendapat/pandangan Bapak/Ibu selakangehakim atas
hal tersebut?

. Apakah hal itu membatasi kewenangan Pengadilan Agaidalam

menyelesaikan suatu perkara khususnya perkaratgatajt dengan harta
bersama?

. Bagaimanakah pelaksanaannya/sikap Pengadilan Adalaa menangani
perkara harta bersama yang terkait dengan sengkétamilik sebelum

lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006?

. Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 20@éngadilan

Agama mempunyai kewenangan untuk memeriksa, memuian

menyelesaikan sengketa hak milik terkait dengamahaersama. Seperti
apakah dan sejauh manakah kewenangan PengadilamaAgtas hal

tersebut? Bagaimanakah pelaksanaannya?
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8. Apakah asas personalitas keislaman yang terkandidagam Pasal 50
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ini sifatnya nk®la

9. Jika ya, bagaimana dengan para pihak yang sebbgragama Islam dan
sebagian beragama selain Islam? Menjadi Kewendngagadilan Agama
atau Pengadilan Negeri untuk memutus sengketa Héktiensebut?

10. Setelah lahir Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006kapaernah terjadi
sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilam#&gan Pengadilan
Negeri berkenaan dengan sengketa hak milik?

11. Menurut Bapak/lbu hakim, apakah yang melatarbelgikatfanya Pasal 50
ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 memberieamenangan

Pengadilan Agama atas sengketa hak milik?
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Pedoman Wawancara dengan Panitera di Pengadilan Agama K ota Malang

1. Siapa nama Bapak/lbu ?

2. Setelah lahirnya Undang-Undang No.3 Tahun 2006kapdengadilan

Agama Kota Malang pernah menerima perkara hart@abe yang

didalamnya terkandung unsur sengketa ?

3. Jika memang benar pernah menerima perkara hartsarbar yang

didalamnya terkandung unsur sengketa, sengketa byag@manakah itu?

Apa ada kaitannya dengan sengketa hak milik?

4. Saya ingin menanyakan perkara harta bersama dexgaror Register

Perkara 1104/Pdt.G/2006/PA Mlg, yaitu :

a.

Siapa saja yang terkait dengan perkara sengkeik Imaiita bersama
tersebut?

Bagaimanakah duduk perkara kasus tersebut?

Seperti apakah jalannya pembuktian kasus tersedmp@rti apakah
perjanjian jual beli yang dibuat dibawah tangarhgbara pihaknya?
apakah perjanjian itu benar-benar terbukti dibwdtetim dua pihak

(terlawan penyita dan tersita) bercerai (22 noverdb6)?

. Apakah kasus tersebut telah mempunyai kekuatannhuktap? Jika

belum, sampai tahap manakah kasus tersebut saat ini
Bagaimanakah putusan Pengadilan Agama Kota Mal&ag) kasus

tersebut?
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5. Setelah lahirnya Undang-Undang No.3 Tahun 2006g&#lan Agama
mempunyai kewenangan untuk memeriksa, memutusimearyelesaikan
sengketa hak milik terkait dengan harta bersamper8eapakah dan
sejauh manakah kewenangan Pengadilan Agama atasetsadbut?
Bagaimanakah pelaksanaannya setelah dilihat daanganan Pengadilan
Agama Kota Malang atas Perkara No. 1104/Pdt.G/F00éllg ?

6. Bagaimana pendapat Bapak/lbu atas kewenangan baedugsan
kewenangan) yang diberikan kepada Pengadilan Agaatedah lahirnya

Undang-Undang No.3 Tahun 2006?
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Pedoman Wawancar a dengan Pihak yang Ber sengketa

di Pengadilan Agama Kota Malang

. Siapa nama Bapak/lbu ?

. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai harta bePsama

. Apakah Bapak/lbu mengetahui bahwa Pengadilan Agatakah
mempunyai kewenangan untuk memeriksa, memutusraanyelesaikan
sengketa hak milik dalam perkara harta bersamaabarkdan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama ?

. Mengapa Bapak/lbu masih mengajukan gugatan sengtadtamilik di
Pengadilan Negeri, padahal saat ini Pengadilan Agtah mempunyai
kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyaessengketa hak
milik dalam perkara harta bersama ?

. Bagaimana menurut Bapak/Ibu tentang pelaksanaarrpgesaan, putusan,

dan penyelesaian sengketa hak milik di Pengaditzamn#a Kota Malang ?

. Apakah Bapak/lbu pernah menemui kesulitan akibagalkéhan yang

dilakukan Pengadilan Agama Kota Malang selama mi&sgrmemutus,

dan menyelesaikan sengketa hak milik dalam petkanta bersama ?
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